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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 
PADA PBPH PT NARKATA RIMBA  

UNTUK KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL 
 
 

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)  

a. Nama LPVI : PT Trustindo Prima Karya 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 
80 Samarinda.75121 

c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 

d. Website : www.trustindo.net  

e. Nomor Akreditasi KAN 
sebagai LPVI 

: LPVI-017-IDN  
Masa berlaku 27 September 2025 s.d 26 September 2030 

f. Penetapan sebagai LPVI 
Pelaksana Penilaian 
Kinerja PHL dan VLHH 

: SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri 
Kehutanan No. 5855 Tahun 2025 Tanggal 8 September 2025 

g. Tim Audit : 1. Mahardika Larasati, S.Hut (Auditor PHL Ekologi/ Lead Auditor 
Under Supervision) 

2. Ir. Suhardi (Auditor PHL Prasyarat / Lead Auditor Supervisor) 
3. Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor PHL Produksi) 
4. M. Irfan Khairullah, S.Hut (Auditor PHL Sosial) 
5. Muhammad Ngizudin, S.Hut (Auditor VLHH Kayu) 

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU  
 
 
 

2. IDENTITAS AUDITI 

a. Nama Auditi : PT NARKATA RIMBA (PT NR) 

b. Alamat Kantor : Jl. Syahrani Dahlan No. 09 RT 028 Harapan Baru Loa Janan Ilir Kota 
Samarinda – Kalimantan Timur 75131 

c. Email  : - 
d. Nomor SK PBPH : No. : SK.116/MENHUT-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 Jo. No. SK. 

527/MENLHK/SETJEN/HPL.0/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 

e. Luas dan Lokasi Areal 
PBPH 

: ±65.925 Hektar, di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 

f. Nomor S-PHL : - 

g. MR auditi untuk 
kegiatan audit 

: Nama : Limpat Suharto, S.Hut. 
Jabatan : Regional Head 
Surat Penunjukan  : No. 01/NR/PHL/VII/2026 tanggal 28 Juli 2026 
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3. PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN 

 

No. Tahapan Kegiatan Audit 
Waktu 

Pelaksanaan Ringkasan Hasil Kegiatan  

1. Pertemuan koordinasi 
dengan : Direktorat 
PUPH sebelum penilaian 
lapangan 

29 Juli 2026  Dilakukan secara online menggunakan 
aplikasi Zoom Meeting. 

 Terdapat informasi tentang auditi untuk 
dikonfirmasi ke UM dan di lapangannya. 

2. Pertemuan koordinasi 
dengan instansi 
kehutanan di daerah 
sebelum penilaian 
lapangan 

4 Agustus 
2026 

 Dilakukan secara offine di kantor instansi 
masing-masing, yaitu dengan  
a) BPHL Wil. XIII Samarinda; dan 
b) Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan 

Timur 
c) Hasil pelaksanaan koordinasi 

didokumentasikan menggunakan form 
F1-02.5a Rev.1 

3. Rapat konsultasi publik 5 Agustus 
2026 

 Dilaksanakan secara offline di Balai 
Pertemuan Umum Kecamatan Muara Wahau 
Kab. Kutai Timur dengan : 
a) Camat Muara Wahau 
b) Kepala Adat Besar Muara Wahau 
c) Kepala Desa dan perangkat desa serta 

Tokoh Masyarakat Desa Deak Lay, 
Desa Deak Bek, Desa Nehas Liah Bing, 
dan Desa Muara Wahau. 

4. Pelaksanaan penilaian 
lapangan  

6 – 10 
Agustus 
2026 

 Dilaksakan di kantor lapangan dan areal 
PBPH auditi. 

 Kegiatan dimulai dengan melaksanakan 
pertemuan pembukaan, untuk 
menyampaikan rencana teknis pelaksanaan 
audit dan tata tertibnya, dan diakhiri dengan 
pertemuan penutupan, untuk menyampaikan 
hasil audit dan kesimpulannya. 

 Pelaksanaan pertemuan pembukaan 
dibuatkan BAP menggunakan form F1-02.7 
Rev.1, dan untuk pertemuan penutupan form 
F1-02.9 Rev.1 

 Pelaksanaan audit meliputi : 
a) Penilaian kinerja PHL oleh auditor 

prasyarat (Suhardi), produksi (Wuri 
Pratini H), ekologi (Mahardika Larasati) 
dan sosial (M. Irfan Khairullah) 
menggunakan Standar : 
1) Penilaian Kinerja PHL sesuai 

Lampiran 1.1 SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022; dan 
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No. Tahapan Kegiatan Audit 
Waktu 

Pelaksanaan 
Ringkasan Hasil Kegiatan  

2) Lampiran Surat Edaran Dirjen PHL 
No, 2 Tahun 2026 tanggal 28 
Februari 2026. 

b) Verifikasi legalitas hasil hutan 
menggunakan Standar VLHH Kayu 
sesuai Lampiran 2.1 SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022 oleh 
auditor VLHH Hulu (M. Ngizudin) 

d) Hasil audit dari masing-masing auditor, 
dicatat menggunakan checklist sesusi 
form F1-02.8 Rev.1 

4. Koordinasi dan 
presentasi hasil Penilaian 
Kinerja PHL sementara 
kepada BPHL Wil. XIII 
Samarinda. 

11 Agustus 
2026 

 Dilakukan secara offline dengan BPHL 
Wilayah XIII Samarinda dan Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 

 Laporan sementara telah diserahkan 
kepada Bp. Antoncy Leo melalui WA 

 

 

4. HASIL AUDIT : 

4.1 HASIL PENILAIAN KINERJA PHL : 

A. Aspek PRASYARAT 
 

1. Indikator 
1.1 

: Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 
1.1.1 

: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas 
sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku 
laporan TBT, Peta TBT dan BATB). 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT NR merupakan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) 
untuk pemanfaatan hutan alam berdasarkan SK Menteri yang membidangi 
masalah kehutanan sebagai berikut : 
1) SK Menteri Kehutanan No. SK.278/MENHUT-II/2008 Tanggal 12 Agustus 

2008 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam 
Hutan Alam PT. Narkata Rimba atas Areal Hutan Produksi seluas +41.540; 

2) Addendum SK No. : SK.116/MENHUT-II/2014 tanggal 30 Januari 2014, yang 
mengubah luas areal dari ±41.540 Ha menjadi seluas ±65.925 Ha; 

3) Addendum SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 
527/MENLHK/SETJEN/ HPL.0/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang 
mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hutan alam.  
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SK Perpanjangan No. SK.278/MENHUT-II/2008 Tanggal 12 Agustus 2008 
berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 Maret 2009 untuk jangka waktu 45 
tahun sehingga terhitung saat ini (2026), izin PBPH PT NR berumur 17 tahun dan 
berakhir pada tanggal 27 Maret 1954 
Realisasi tata batas areal PT NR sebelumnya sudah temu gelang, namun karena 
ada penambahan luas areal sesuai dengan SK Addendum No. SK.116/Menhut-
II/2014 tanggal 30 Januari 2014 menjadi 65.925 Ha, maka tata batas areal PT 
NR menjadi tidak temu gelang dan perlu dilakukan penataan batas kembali.  
Mengacu kepada Surat Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No. 
S.158/BPKH.IV/PPKH/ PLA.02.01/B/02/2026 tanggal 24 Februari 2026 perihal 
Keterangan Kawasan Hutan Areal Kerja PBPH PT NR diketahui bahwa areal 
PBPH PT NR yang sudah ditata batas sepanjang 88.125,16 meter dan belum 
ditata batas sepanjang 74.281,91 meter. 
Ketersediaan dokumen tata batas diverifikasi telah tersedia lengkap sesuai 
dengan tingkat realisasinya dan terhadap batas yang belum dilakukan 
pemancangannya, PT NR telah memiliki dokumen Rencana Penataan Batas 
yaitu dokumen Rencana Penataan Batas/ Pedoman Tata Batas Nomor 74/KUH-
2/IUPHHK-HA/2015 yang telah disahkan serta ditandatangani oleh Direktur 
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal 
Planologi Kehutanan Ir. Muhammad Said, MM. NIP 19630318 198905 001 pada 
tanggal 24 Juli 2015. 

b. Verifier 
1.1.2 

: Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Realisasi tata batas areal PT NR sebelumnya sudah temu gelang, namun karena 
ada penambahan luas areal sesuai dengan SK Addendum No. SK.116/Menhut-
II/2014 tanggal 30 Januari 2014 menjadi 65.925 Ha, maka tata batas areal PT 
NR menjadi tidak temu gelang dan perlu dilakukan penataan batas kembali. 
Sedangkan terhadap realisasi penataan batas yang sudah lama dilaksanakan 
(Lap. TBT No. 221 Tahun 1986 dan Laporan TBT No. 585 Tahun 1992) 
diwajibkan untuk dilakukan tata batas ulang (rekonstruksi). 
PT NR telah melakukan penataan batas pada sebagian batasnya sesuai 
dokumen Laporan Tata Batas No. 1530 Tahun 2011 sepanjang 34.278 Meter 
(23,56%) yang telah dilaksanakan pada tahun 2011. Sedangkan sisanya 
sepanjang 111.189 M belum ditata batas (tatabatas rekonstruksi yang sebagian 
mengacu kepada hasil TBT No. 221 Tahun 1986 dan TBT No 585 Tahun 1992) 
 
 

No 
Rencana 

(M) 
Realisasi 

(M) 
Keterangan 

1 34.278 34.278 TBT No. 1530 Tahun 2011 

2 111.189 - Rencana Penataan Batas No 
74/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 
20 Maret 2015 

Jumlah 145.467 34.278  
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PT NR kembali memohon untuk mendapatkan peta rencana tata batas sebagai 
bahan pelaksanaan penataan batas sesuai dengan Surat Direktur Utama No. 
001/NR-PKH/VII/2026 tanggal 28 Juli 2026 yang ditujukan kepada Direktur 
Pengukuhan Kawasan Hutan 
PT NR melakukan kegiatan pemeiharaan batas sesuai dengan dokumen 
administrasi berupa BAP pemeliharaan batas sesuai dokumentasi BAP sebagai 
berikut : 
1) BAP Pemeliharaan Batas tanggal 7 Desember 2023 sepanjang 6,30 Km 
2) BAP Pemeliharaan Batas tanggal 12 Februari 2024 sepanjang 8,14 Km 
3) BAP Pemeliharaan Batas tanggal 30 Oktober 2025 trayek A-1-B-C-D-E-F-

G-H-I-J sepanjang 31,96 Km 
Namun lokasi pemeliharaan batas merupakan trayek yang belum dilakukan 
pemancangan batas sebelumnya dan hasil wawancara dengan MR dan PIC 
Prasyarat menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan untuk 
pengamanan areal di lapangan dengan melakukan pemancangan batas 
sementara mengacu kepada trayek tata batas pada dokumen Rencana Penataan 
Batas No. 74/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 24 Juli 2015. Sedangkan untuk 
pemancangan batas definitifnya akan dilakukan setelah Instruksi Kerja TBT 
diterbitkan. 

c. Verifier 
1.1.3 

: Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari 
Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Fragmentasi areal terbangun tanpa izin PT NR seluas 665,80 Ha (1,00%) dari 
total luas areal PBPH PT NR (65.925 Ha) 

No. Fragmentasi 
Luas 
(Ha) 

Legalitas 

1. PPKH - - 
2. PPTK (TORA) - - 
3. Perhutanan Sosial (HKm, HD, Hutan 

Adat, HTR) 
- - 

4. APL - - 
5. Sawit/ Perkebunan - - 
6. Konflik Tenurial/ Areal Lainnya 

(Pertanian, Jalan, Kebun Masyarakat) 
665,80 Tidak Ada 

7. Pemukiman - - 
 Jumlah terbangun tanpa Izin 665,80 Tidak Ada 

 Jumlah terbangun dengan izin - - 

. 

d. Verifier 
1.1.4 

: Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: Penguasaan lahan oleh pihak lain diidentifikasi berupa adanya klaim lahan untuk 
perkebunan kelapa sawit masyarakat, pemukiman, perladangan seluas 665,80 
Ha. 
Areal kerja PT NR seluas ±65.925 Ha dan terdapat penguasaan oleh pihak lain 
berupa klaim lahan untuk perkebunan kelapa sawit masyarakat, pemukiman, 
perladangan seluas 665,80 Ha. Dengan demikian  luas penguasaan areal oleh 
PBPH PT NR sebesar 65.925 Ha – 665,80 Ha = 65.259,20 Ha atau sebesar 
98,99%. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.1 

 

: 19/21x100% = 90,48%  = BAIK 

2. Indikator 
1.2 

: Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 
1.2.1 

: Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan 
perusahaan yang sesuai dengan PHL 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT NR telah menyusun dokumen visi dan  misi perusahaan sesuai dengan 
pernyataan Visi dan Misi yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Narkata 
Rimba pada tanggal 08 Oktober 2013 dan pembaruannya yang ditandatangani 
oleh Direktur tanggal 02 Januari 2023 serta terdapat pembaruan sesuai dengan 
pernyataan Direktur Utama PT NR tanggal 02 Januari 2025. 
Visi dan Misi PT NR sebanyak 10 misi telah sesuai dengan kerangka PHL. 
Kelestarian produksi tercantum dalam Visi dan Misi No. 1, 2, 6, 8 dan 9.  
Kelestarian ekologi tercermin pada Misi No. 1, 2, 6, 7, 8, 9 dan 10.  Dan 
kelestarian sosial tercermin pada Misi No. 1, 2, 3, 4, 5, dan 9. 
Visi Misi PT NR telah disosialisasikan kepada karyawan maupun kepada pekerja 
dan masyarakat di desa binaan sesuai dengan dokumen Berita Acara Sosialisasi 
Visi dan Misi yang tersedia 

b. Verifier 
1.2.2 

: Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Misi PT NR berjumlah 10 (sepuluh) misi sehingga pada masing-masingnya 
bernilai 10%. Dengan membandingkan setiap implementasi pengelolaan hutan 
lestari pada aspek produksi, ekologi dan sosial dengan visi dan misi yang 
dicanangkan dinilai belum seluruhnya diimplementasikan di lapangan di 
antaranya sebagai berikut: 

1) Misi mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan 
Pemerintah RI; dinilai telah dijalankan dan diimplementasikan di 
lapangan, namun belum sepenuhnya seperti kewajiban penataan 
batas belum sepenuhnya (24%), kegiatan perlindungan dan 
pengamanan hutan belum sepenuhnya diimplementasikan, dan 
pencapaian produksi belum sesuai dengan dokumen 
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perencanaan, serta pemenuhan tenaga profesional kehutanan 
dan GANISPH yang belum sesuai. (Bobot 0,7 x 10% = 7,0%) 

2) Misi menjamin delineasi kawasan kelola hutan, meliputi kawasan 
milik masyarakat adat; diketahui bahwa pada areal PT NR tidak 
terdapat hutan adat dan kawasan milik masyarakat adat. 
Informasi dari konsultasi publik yang menghadirkan masyarakat 
dan Ketua Adat Besar Kecamatan Wahau menjelaskan bahwa di 
areal PT NR terdapat potensi lokasi pemanfaatan kawasan yang 
dapat digunakan untuk tempat wisata berupa air terjun, namun 
lokasinya belum dideliniasi dan ditata batas serta belum 
dimasukan dalam dokumen perencanaan untuk pemanfaatannya 
bersama masyarakat. Sedangkan potensi pemanfaatan hutan 
lainnya belum teridentifikasi dan dideliniasi. Implementasi 
kebijakan multi usaha kehutanan, penataan batas dan 
pengelolaan kawasan lindung,  masih belum sepenuhnya 
diimplementasikan. (Bobot 0,3 x 10% = 3,0%) 

3) Misi menghargai dan menghormati hak-hak dan kewajiban 
masyarakat adat; dinilai telah  diimplementasikan dalam bentuk 
kesepakatan-kesepakatan dan hubungan yang harmonis dengan 
masyarakat adat di Kecamatan Wahau, namun pada saat 
konsultasi publik  diperoleh informasi adanya harapan dari 
masyarakat adat untuk lebih meningkatkan hubungan dan 
koordinasi antara PT NR dengan masyarakat adat. (Bobot 0,8 x 
10% = 8,0%)  

4) Misi membangun situasi yang saling menguntungkan bersama 
masyarakat setempat; dinilai telah diimplementasikan di lapangan 
dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat, memberi 
kesempatan berusaha dan kerjasama, pemberian bantuan dan 
CSR kepada masyarakat desa binaan. (Bobot 0,8 x 10% = 8,0%)  

5) Misi menghargai hak-hak pekerja, karyawan dan kontraktor; dinilai 
telah diimplementasikan dengan memberikan hak dan kewajiban 
secara proporsional kepada pekerja, karyawan dan kontraktor. 
(Bobot 0,8 x 10% = 8,0%) 

6) Misi mencapai manfaat seimbang dari hutan; dinilai telah 
diimplementasikan melalui pemanfaatan hutan secara ekonomi 
dengan memanfaatkan produksi kayu, manfaat ekologi dengan 
menjaga iklim dan kondisi ekologis dan manfaat sosial melalui 
pemberdayaan masyarakat termasuk merekrut pekerja dan 
memberdayakan masyarakat sekitar. (Bobot 0,8 x 10% = 8,0%) 

7) Misi meminimumkan dampak lingkungan negative dari kelola 
hutan; dinilai telah diimplementasikan dengan menerapkan 
operasional penebangan dampak rendah selama kegiatan 
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pemanenan serta implementasi kelola dampak fisik dan kimia. 
Sedangkan mulai tahun 2024 PT NR lebih mempersiapkan untuk 
pengelolaan hutan melalui pemanfaatan jasa lingkungan 
penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon. (Bobot 0,8 x 10% = 
8,0%) 

8) Misi merumuskan rencana manajemen yang dapat dicapai, dinilai 
belum sepenuhnya diterapkan baik dalam penyusunan RKUPH 
dan RKTPH yang selama tahun 2024-2026 tidak dapat 
direalisasikan pencapaiann targetnya. (Bobot 0,5 x 10% = 5,0%) 

9) Misi melakukan pemantauan dan evaluasi rencana untuk menyesuaikan 
dengan perubahan, telah diimplementasikan dengan mengubah strategi 
operasional perusahaan mengarah kepada pemanfaatan jasa lingkungan 
berupa penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon, namun dokumen 
perencanaan RKUPH masih belum disesuaikan. (Bobot 0,7 x 10% = 7,0%) 

10) Misi melaksanakan dengan sungguh-sungguh kelola hutan dengan NKT, 
telah diimplementasikan dengan menyusun laporan identifikasi ABKT dan 
penetapan kawasan lindung walaupun penataan batas kawasan lindung 
belum seluruhnya (Bobot 0,8 x 10% = 8,0%) 

Dengan demikian visi dan misi PT NR telah diimplementasikan sebagian dengan 
nilai 70,0% 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.2 

: 7/9x100% = 77,78% = SEDANG 

3. Indikator 
1.3 

: Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional 
bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 
1.3.1 

: Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya 
pengelolaan hutan yang lestari 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Pada tahun 2021, PT NR telah memiliki Struktur Organisasi (SO) untuk 
pengelolaan hutan lestari sesuai SK Direksi No. SK. 01/SKEP-Dir/III/2021 
tanggal 30 Maret 2021 yang selanjutnya diperbarui sesuai dengan SK No. 
SK.01/SKEP-Dir/IV/2025 tanggal 01 April 2025 serta pembaruan terakhir sesuai 
dengan keputusan Kuasa Direksi No. SK.01/SKEP-Dir/I/2026 tanggal 29 Januari 
2026 tentang Struktur Organisasi PT Narkata Rimba. PT NR memiliki dokumen 
uraian jabatan dengan dokumen No. JD/ORG-HR/NR/2026-01 yang disusun dan 
ditetapkan tanggal 29 Januari 2026 mengacu kapada jabatan pada struktur 
organisasinya. 
Hasil telaah menunjukan bahwa Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan yang 
dimiliki PT NR telah sesuai dengan kerangka PHL yaitu adanya bagian yang 
mendukung terwujudnya kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian 
sosial khususnya untuk kegiatan produksi jasa lingkungan penyerapan dan/ atau 
penyimpanan karbon.  
Namun demikian pengisian personil pada struktur organisasi sebagian masih ada 
yang kosong dan belum diisi sesuai dengan jabatannya, termasuk keberadaan 
Tenaga Profesional Kehutanan dan GANISPH.  Hal ini menjadikan organisasi 
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tidak dapat berjalan dengan efektif untuk mendukung operasional pengelolaan 
hutan lestari di lapangan. Nomenklatur jabatan dan tingkatan jabatan pada bagan 
struktur organisasi sebagian masih tidak sesuai dengan nomenklatur pada 
dokumen utaian jabatan 

b. Verifier 
1.3.2 

: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga 
teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap 
bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT NR memiliki tenaga profesional kehutanan berupa Sarjana Kehutanan 
sebagai berikut : 
a) Total dimiliki saat ini 5 (lima) orang 
b) Ditempatkan di lapangan/ basecamp 5 (lima) orang pada bagian jabatan 

Planning and Mapping, Humas dan External, Conservation, Restoration & 
Protection, Social & CD. 

PT NR memiliki tenaga profesional kehutanan berupa tenaga menengah 
kehutanan SMK Kehutanan/ SKMA sebagai berikut: 
a) Total dimiliki saat ini 2 (dua) orang 
b) Ditempatkan di lapangan/ basecamp pada jabatan Camp Manager dan 

jabatan Restoration (Nursery, Planting and Maintenance) 
PT NR merencanakan kebutuhan GANISPH dalam RKUPH sebanyak 14 orang 
terdiri dari GANISPH Kurpet 1 Orang, GANISPH Canhut 2 Orang, GANISPH 
Binhut 4 Orang, GANISPH Nenhut 2 Orang dan GANISPH PKB 5 Orang. 
Rencana kebutuhan GANISPH pada dokumen RKTPH 2026 direncanakan 
sebanyak 7 orang, namun tidak dirinci jumlah GANISPH berdasarkan 
kompetensinya. 
Realisasi kepemilikan tenaga teknis pengelolaan hutan lestari (GANISPH) 
sebagai berikut : 

No. 
Kompetensi 

GANISPH 
JUMLAH GANISPH 

RKUPH Keperluan Realisasi +/- 

1. Kurpet 1 1 - (1) 

2. Canhut 2 1 1 (1) 

3. Binhut 4 2 1 (3) 

4. Nenhut 2 1 - (2) 

5. PKB 5 4 - (5) 

6. Jasling 
Karbon 

- 1 - - 

 Jumlah 14 9 2 (12) 

PT NR memiliki tambahan beberapa personil GANISPH (4 Orang), namun pada 
saat audit sedang tidak aktif dan mengalami pembekuan penugasan disebabkan 
karena tidak lulus penilaian kinerja yang dilakukan oleh BPHL Wilayah XIII 
Samarinda. Sebagian GANISPH lainnya (4 Orang) sedang dalam proses mutasi 
dari perusahaan lain. 
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Dengan demikian realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan 
(Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga  teknis lain) 
pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL PT NR 
yang aktif sebanyak 2 (dua) orang atau 14% (<70%) dari kebutuhan yang 
tercantum dalam dokumen perencanaan (RKUPH), dan tidak tersebar merata 
pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya. 

c. Verifier 
1.3.3 

: Peningkatan kompetensi SDM 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT NR memiliki dokumen rencana pendidikan dan latihan karyawan yang 
tercantum pada dokumen Rencana Pelatihan Tenaga Profesional Kehutanan 
sebagai berikut : 
1) Tahun 2021 PT NR merencanakan peningkatan kompetensi tenaga 

profesional kehutanan dan GANISPH sebanyak 73 orang dari 8 judul 
pelatihan. Realisasi pelaksanaan pelatihan sebanyak 29 orang dari 1 judul 
pelatihan atau mencapai 39,73%. 

2) Tahun 2022 PT NR merencanakan peningkatan kompetensi tenaga 
profesional kehutanan dan GANISPH sebanyak 70 orang dari 8 judul 
pelatihan. Realisasi pelaksanaan pelatihan sebanyak 75 orang dari 3 judul 
pelatihan atau mencapai 107,14%. 

3) Tahun 2023 PT NR merencanakan peningkatan kompetensi tenaga 
profesional kehutanan dan GANISPH sebanyak 57 orang dari 16 judul 
pelatihan. Realisasi pelaksanaan pelatihan sebanyak 57 orang dari 16 judul 
pelatihan atau mencapai 100,00%. 

4) Tahun 2024 PT NR merencanakan peningkatan kompetensi tenaga 
profesional kehutanan dan GANISPH sebanyak 78 orang dari 15 judul 
pelatihan. Realisasi pelaksanaan pelatihan sebanyak 78 orang dari 15 judul 
pelatihan atau mencapai 100,00%. 

5) Tahun 2025 PT NR merencanakan peningkatan kompetensi tenaga 
profesional kehutanan dan GANISPH sebanyak 111 orang dari 13 judul 
pelatihan. Realisasi pelaksanaan pelatihan sebanyak 111 orang dari 13 judul 
pelatihan atau mencapai 100,00%. 

6) Tahun 2026 PT NR merencanakan peningkatan kompetensi tenaga 
profesional kehutanan dan GANISPH sebanyak 132 orang dari 14 judul 
pelatihan. Realisasi pelaksanaan pelatihan sampai dengan Juni 2026 
(Semester I) sebanyak 39 orang dari 3 judul pelatihan dan sisanya akan 
direalisasikan pada semester II tahun 2026. 

Rata-rata realisasi peningkatan kompetensi karyawan PT NR tahun 2021 - 2025 
rata-rata sebesar 89,37%. Sedangkan untuk tahun 2026 realisasi sampai dengan 
bulan Juni 2026 (Semester I) mencapai 29,55% dan sisanya direncanakan akan 
dilaksanakan pada semester II tahun 2026 

d. Verifier 
1.3.4 

: Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan 
(sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Tenaga profesional kehutanan PBPH PT NR telah memiliki kelengkapan 
administrasi ketenagakerjaan namun belum seluruhnya sebagai berikut : 
1. Ijazah pendidikan tidak tersedia lengkap sejumlah 7 dari 9 tenaga kerja 

profesional sarjana dan D3 kehutanan, tenaga menengah kehutanan serta 
GANISPH.  

2. SK Pengangkatan karyawan tersedia sebagian sebanyak 3 dari 9 orang 
3. Sertifikat pelatihan tidak tersedia lengkap pada seluruh GANISPH. 
4. Sertifikat kompetensi GANISPH tersedia lengkap 
5. SK Penugasan dari BPHL Wilayah XIII tersedia lengkap 
6. SK Penempatan dari Direksi tersedia lengkap 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.3 

: 14/21x100% = 66,67%  = SEDANG 

4. Indikator 
1.4 

: Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan 
Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik 
Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan 
Produksi 

a. Verifier 
1.4.1 

: Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT NR secara umum memanfaatkan sistem informasi manajemen untuk 
monitoring data dan informasi serta pengiriman data laporan serta komunikasi 
lainnya menggunakan aplikasi dan perangkat berbasis IT seperti penggunaan 
email, zoom meeting, what’s app dan grup-grup komunikasi lainnya. Secara 
khusus terdapat aplikasi untuk pelaporan berbasis IT.   
Secara khusus terdapat aplikasi untuk pelaporan berbasis IT seperti FIS (Forest 
Integrated System) untuk monitoring pengadaan barang logistik, FIST (Forest 
Integrated System Transparency) untuk Pemantauan Hotspot, Keterbukaan 
Lahan, Curah Hujan, Kelembaban dan lain-lain, dan HRIS (Human Resources 
Integrated System) untuk Monitoring dan Evaluasi Ketenagakerjaan serta ESS 
(Employee Self Service) untuk Ijin/Cuti Karyawan.  
Secara operasional lokasi PT NR dan Blok Tebangan tidak terjangkau jaringan 
seluler, komunikasi dilakukan menggunakan radio HT dan pelaporan berbasis 
data dilakukan di basecamp yang memiliki jaringan internet menggunakan 
starlink. 
Terdapat peralatan elektronik sebagai barang inventaris penunjang operasional 
di lapangan yang ditunjang dengan keberadaan jaringan internet di lapangan dan 
di kantor yang memadai. Personil yang bertanggungjawab untuk menjalankan 
pelaporan dan sistem informasi sebagai operator pada masing-masing peralatan 
IT dan peralatan SIM 

b. Verifier 
1.4.2 

: Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT NR memiliki organisasi SPI/ Internal Audit sesuai dengan SK Direktur Utama 
sesuai SK Direktur Utama No. 002/SKEP-DIRUT/SPI/I/2017 tanggal 06 Januari 
2017 dan pembaruan terakhir sesuai dengan keputusan Direktur Utama No. 
001/SKEP-Dirut/SPI/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim 
Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Narkata Rimba.  
Terdapat dokumen laporan kegiatan monitoring dan evaluasi dari SPI Tahun 
2021, Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025 berupa Internal 
Memo. 
Cakupan aspek yang dilakukan monitoring dan evaluasi dinilai cukup lengkap 
namun belum sepenuhnya menjangkau pada seluruh kegiatan pengelolaan 
hutan lestari termasuk kegiatan operasional dan non operasional. Kegiatan 
operasional lainnya yang krusial masih belum terjangkau pada seluruh tahapan 
kegiatan seperti bidang perencanaan terkait RKUPH Multi Usaha Kehutanan, 
pencapaian produksi, pemenuhan SDM tenaga profesional kehutanan dan 
GANISPH dan kegiatan pembinaan hutan, kelola lingkungan serta kelola sosial 
lainnya. 
Dengan demikian selama periode audit kegiatan SPI PT NR dinilai sudah ada namun belum 
berjalan dengan efektiif melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengontrol jalannya 
kegiatan organisasi sesuai dengan standar dan kebijakan yang diterapkan. 
 

c. Verifier 
1.4.3 

: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan 
evaluasi. 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Terdapat keterlaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, namun 
sebagian masih dalam proses penyelesaian seperti temuan pada pelaksanaan 
tata batas yang masih berproses penyelesaiannya.  
Hasil monitoring dan evaluasi SPI dengan temuan pada setiap aspek 
pemeriksaan, diverifikasi bahwa tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi hasil 
temuan SPI pada tahun 2021 sampai dengan 2025 telah ditindaklanjuti di 
lapangan walaupun masih terdapat tindak lanjut penyelesaian temuan audit yang 
masih berproses karena melibatkan pihak lain seperti progres pelaksanaan tata 
batas. 
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen tindaklanjut hasil evaluasi SPI berupa 
rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjut di lapangan. 

d. Verifier 
1.4.4 

: Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian 
LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT NR telah memiliki personil yang ditugaskan untuk menjalankan sistem 
informasi manajemen milik Kementerian Kehutanan sebagaimana penunjukkan 
dari Direksi dengan personil dan keputusan sebagai berikut : 

No. Nama Sistem 
Informasi 

Tenaga 
Pelaksana 

SK Direksi 

1 SIPASHUT Limpat 
Suharto 

No. 002/SKEP-Dirut/OPR/I/2023 
tanggal 02 Januari 2023 
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2 SIPUHH  Saharudin No. 03/Kpts/DIR-NR/V/2024 tanggal 
21 Maret 2024  

3 SIPNBP Marcelina 
Tani Tibo 

No. 08/Kpts/DIRUT-NR/V/2016 
tanggal 10 Mei 2016 dan No. 
004/SKEP-Dirut/OPR/I/2023 
tanggal 02 Januari 2023  

3 SIGANISHUT Harry Fitriadi  No. 005/SKEP-Dirut/OPR/I/2023 
tanggal 02 Januari 2023  

Murni Surat Keterangan tanggal 09 
Desember 2020 

4 SIMPEL Limpat 
Suharto  

No. 003/SKEP-Dirut/OPR/I/2023 
tanggal 02 Januari 2023 

5 SIPONGI Murni  No. 09/Kpts/DIRUT-NR/V/2020 
tanggal 01 Mei 2020; dan No. 
001/SKEP-Dirut/OPR /I/2023 
tanggal 02 Januari 2023  

6 SIPATOK Sulianto No. 01/Kpts-OPR//DIR-NR/III/2026 
tanggal 02 Maret 2026; 

Berdasarkan hasil pengecekan pada implementasi kepatuhan pelaporan SIM 
yang dilakukan oleh PT NR menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan pada SIM 
Kementarian LHK diverifikasi telah dilaporkan, namun untuk SIPAHUT masih 
terdapat pengisian data yang tidak valid dan pengisian laporannya masih belum 
lengkap 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.4 

: 18/21x100% = 85,71% = BAIK 

5. Indikator 
1.5 

: Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

a. Verifier 
1.5.1 

: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, 
keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya. 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT NR telah memiliki dokumen RKTPH yang telah disetujui dan disahkan selama 
periode audit sejak tahun 2021 sampai dengan 2026 seluruhnya telah diterbitkan 
dan disahkan. 
Desa Binaan PT NR pada dokumen RKT sesuai dengan lokasi wilayah blok 
tebangannya yang terdiri dari 4 (empat) dan/ atau 5 (lima) desa binaan. Kegiatan 
RKT mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat pada periode 
audit telah diberikan pemahaman kepada masyarakat terdampak melalui 
kegiatan sosialisasi dengan dokumen BAP yang lengkap. 
Dengan demikian kegiatan operasional RKT yang akan mempengaruhi 
kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan dan diberikan 
pemahaman kepada masyarakat desa terdampak, dan hasil konsultasi publik 
menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan termasuk kesepakatan 
kesepakatan dan pembayaran fee produksinya. 
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b. Verifier 
1.5.2 

: Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan. 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Terdapat peta lampiran pada dokumen RKTPH yang diterbitkan skala 1:100.000 
yang di dalamnya memuat penandaan areal yang tidak boleh ditebang dan 
menjadi kawasan lindung berupa Sempadan Sungai, Tegakan Benih dan PUP 
yang ada di lapangan telah ditandai dan diidentifikasi sesuai dengan lokasinya. 
Penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung 
masyarakat pada RKT berjalan telah diberikan pemahaman dan disosialisasikan 
serta dikonsultasikan kepada desa binaan terdampak pada setiap RKT dan 
setiap tahunnya.  Hasil konsultasi publik menjelasakan bahwa PT NR telah 
mensosialisasikan kawasan lindung dan areal yang tidak ditebang kepada 
masyarakat. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.5 

: 9/9x100% = 100,00%  = BAIK 

 
 

B. Aspek PRODUKSI 
 

1. Indikator 
2.1 

: Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 
2.1.1 

: Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba memiliki dokumen pengesahan rencana jangka panjang RKUPH periode Tahun 2021 s/d 
2030, disahkan dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1213/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 
2021. 

Keberadaan SK pengesahan RKUPH lengkap dengan: 

a. Buku Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi 
Berbasis IHMB Periode Tahun 2021 s/d 2030 

b. Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi 
Berbasis IHMB Periode Tahun 2021 s/d 2030 dengan skala 1 : 50.000 

Dengan adanya rencana kegiatan Multiusaha kehutanan Perusahaan mengajukan surat Nomor 
001/NR/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Penyampaian Usulan Revisi RKUPH PT Narkata Rimba di 
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian perusahaan mendapat surat arahan dengan 
Nomor : S.2/PHL/PUPH/PHL.03.01/B/01/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Arahan Perbaikan Usulan 
perubahan RKUPH PBPH-HA PT Narkata Rimba Provinsi Kalimantan Timur. 

Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH PT Narkata Rimba telah sesuai dengan kondisinya di 
lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang 
dikembangkan. 

 

b. Verifier 
2.1.2 

: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang. 

Bobot : 2 
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NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba telah menyelesaikan penataan batas blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk periode 2021 
- 2026. Detail mengenai lokasi dan luas blok hasil penataan tersebut tercantum di dalam lampiran peta RKT 
yang telah disahkan. Berdasarkan hasil tinjauan atas peta-peta tersebut, serta dokumen rencana kerja jangka 
pendek dan panjang, maka diketahui tingkat kesesuaian penataan areal kerja blok RKT 2021-2026 sebagai 
berikut : 

TAHUN RKT 
  

RKUPH RKTPH % KESESUAIAN 

LUAS LETAK LUAS LETAK LUAS LETAK 

2021 1589 XI (22 petak) 1588 XI (22 petak) 100% 100% 

2022 1959 XII(25 petak) 1959 XII (25 petak) 100% 100% 

2023 2323 XIII (28 petak) 2320 XIII (28 petak) 100% 100% 

2024 2082 XIV (36 petak) 1773.02 XIV (23 petak) 85% 64% 

2025 1924 XV (28 petak) 1306 XV (18 petak) 68% 64% 

2026 1891 XVI (27 petak) 1437 XVI (19 petak) 76% 70% 

  Rata rata       88.14% 83% 

Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT dan petak) (RKT 2021-2026)  

>50% s.d 90% sesuai dengan dokumen Rencana Jangka Panjang 

c. Verifier 
2.1.3 

: Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%). 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba telah melaksanakan pemeliharaan batas blok RKT 2021 - 2026, yang dibuktikan dengan 
adanya Berita Acara Pemeliharaan Batas Blok dan Petak. Tanda batas Blok RKT terlihat dengan jelas di 
lapangan, untuk penandaan batas petak dan blok RKT. Penandaan batas blok RKT Berupa plang RKT dan 
rintisan batas Blok Tebangan dengan cat warna merah 1 polet dan Rintisan 2 m. Batas Petak berupa plang 
petak dan rintisan batas petak dengan cat warna biru 1 polet dan Rintisan ± 1 m. Tanda batas kawasan lindung 
sempadan sungai dengan polet warna biru. 

Berikut adalah lokasi pengamatan pada saat obervasi lapangan . 

 Plang RKT 2023 dengan koordinat 1°21’15’’N dan 116°35’32’’E. 

 Batas Petak B23/C23 RKT 2022 dengan koordinat 1°20’42’’N dan 116°35’45’’E. 

 Batas Petak D22/D23 RKT 2023 dengan koordinat 1°21’34’’N dan 116°35’24’’E 

 Batas Petak D22/E24 RKT 2023 dengan koordinat 1°21’42’’N dan 116°35’56’’E 

 Sempadan Sungai Wahau dengan koordinat 1°21’60’’N dan 116°36’26’’E 

Lokasi RKT 2024 sd 2025 tidak dapat dilakukan observasi lapangan karena akses jalan dan memakan waktu 
yang lama melalui sungai yang panjang dan banyak riam. Berdasarkan dokumen pemeliharaan batas 2021 
sampai 2025 sudah dilakukan sesuai BA kegiatan yang telah dibuat. 

c. Verifier 
2.1.4 

: Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/ Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) 

 Bobot : 1 

 NILAI : N/A 

 Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Perusahaan belum mempunyai DRAM/DPP untuk merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa 
lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam 
RKUPH/RPKH melaksanakan jenis kegiatan usaha jasling penyerapan dan penyimpanan karbon 
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Nilai Kinerja 
Indikator 2.1 

: 10/12x100% = 83,33 % (BAIK) 

2. Indikator 
2.2 

: Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau 
jasa lingkungan 

a. Verifier 
2.2.1 

: Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis 
hasil inventarisasi/survey/ identifikasi. 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Perusahaan telah memiliki data potensi hutan (HHK) berdasarkan hasil IHMB tahun 2020, berdasarkan 
dokumen IHMB tahun 2020, Potensi sediaan tegakan tingkat pohon besar (diameter 30 cm up), untuk jenis yang 
dapat diperdagangkan mencapai 2.356.996 batang dengan volume 3.710.492,59 m3 (rata-rata volume 62,10 
m3/ha). 

Terdapat Laporan hasil Inventarisasi tegakan sebelum penebangan lengkap memuat Pakta integritas 
ditandatangani oleh Direktur utama, talley sheet hasil Invetarisasi, Rekapitulasi hasil inventarisasi dan peta 
pohon skala 1 : 2.000.  

Berdasarkan Uji petik lapangan dilakukan pada petak D22 tahun RKT 2023 Terhadap no pohon 2882 dan 
2750, sesuai dengan peta penyebaran pohon. 

b. Verifier 
2.2.2 

: Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai 
ketentuan. 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Di dalam dokumen rencana jangka panjang RKUPHHK 2023-2032, PT Narkata Rimba menetapkan Etat Volume 
produksi ± 493.935,63  m3/10 tahun. Riap tegakan yang digunakan untuk menghitung etat produksi adalah 
angka riap tegakan yang digunakan adalah angka riap nasional ditetapkan 1,749 m3/ha/tahun, sesuai Surat 
Edaran Direktur Bina Usaha Kehutanan No. SE.10/VI-BUHA/2011, tanggal 12 Desember 2011 tentang Riap 
Diameter Tahunan Pada Hutan Produksi dan belum berdasarkan hasil pengukuran riap PUP PT Narkata Rimba.  
Target produksi setiap RKT ditetapkan dengan memperhatikan potensi hutan hasil ITSP.  

Berdasarkan perhitungan Etat tebangan tahunan dan laporan hasil produksi diketahui rencana pemanfaatan 
hasil hutan kayu sebagai berikut: 

No. RKT JPT berdasarkan Daya dukung 

(potensi kayu) 

Berdasarkan IHMB X 0,56 

Target Produksi 
berdasarkan ITSP 

Realisasi Produksi 
berdasarkan LHP 

1 2021 71.849 53.392,82 27.443,95 

2 2022 80.224 36.676,47 14.292,47 

3 2023 41.590 7.664,37 6.150,22 

4 2024 62.127 10.779,79 0 

5 2025 52.135 10.281,75 0 

6 2026 58.288 12,705,92 0 

Berdasarkan data tersebut tingkat pemanenan tidak melebihi kemampuan sumber daya alam kayu yang 
dimiliki dan tidak ada realisasi produksi tahun 2024 sd 2026 (Juli), namun JPT belum dihitung menggunakan 
angka riap hasil pengukuran Petak Ukur Permanen PT Narkata  

Rimba. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.2 

: (7/9) x 100% =  77.78 % (SEDANG) 

3. Indikator 
2.3 

: Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan. 
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a. Verifier 
2.3.1 

: Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

:  Berdasarkan Perubahan RKUPH 2021 – 2030 PBPH PT Narkata Rimba merencanakan untuk 
menjalankan usaha pemanfaatan hutan menggunakan sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia 
(TPTI)). Dalam rangka pelaksanaan sistem silvikultur tersebut, perusahaan memiliki SOP untuk kegiatan 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sistem silvikultur TPTI 

 PT Narkata Rimba telah mempunyai SOP untuk jenis usaha pemanfaatan HHK pada hutan alam yaitu 
dengan system TPTI dan isinya belum seluruhnya memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yaitu 
Peraturan MenLHK No 8 Tahun 2021.  

b. Verifier 
2.3.2 

: Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan. 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba mengimplementasikan setiap SOP kegiatan tahapan TPTI, Dalam implementasinya di 
lapangan terdapat pelaksanaan kegiatan yang kurang sesuai dengan SOP, misalnya : 

 Kegiatan Penataan Areal Kerja dilakukan sebelum pengajuan RKTUPHHK-HA atau Et-1 (1 tahun sebelum 
kegiatan penebangan), sehingga belum sesuai dengan tata waktu kegiatan PAK yang termuat dalam SOP 
yaitu Et-3. 

 Kegiatan ITSP : Dalam pembuatan peta pohon belum seluruhnya sesuai dengan kondisi lapangan 

 PWH : Pemeliharaan jalan belum dilakukan pada arah jalan menuju blok RKT 2023. 

 Pemeliharaan tanaman belum dilakukan pada tanaman dengan Teknik SILIN. 

 Perlindungan dan pengamanan hutan : Sarana dan prasarana kebakaran lahan jumlahnya masih belum 
sesuai dengan peraturan. 

c. Verifier 
2.3.3 

: Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya alam menjamin kelestarian hutan. 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba pada RKT 2021 - 2025 merencanakan kegiatan penanaman dengan sistim silvikultur TPTI. 
Kegiatan pemulihan sumber daya alam telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman pengayaan, 
Rehabilitasi, penanaman kiri kanan jalan. Berdasarkan Laporan yang termuat di dalam Sipashut terdapat 
Rencana dan Realisasi Penanaman tahun 2021 sd 2025, sebagai berikut : 

NO KEGIATAN SATUAN RENCANA REALISASI PROSENTASE 

1 RKT 2021         

 SILIN Ha 0 0   

 Pengayaan Ha 117 117 100% 

 Kakija Ha 25 25 100% 

 Tanah Kosong Ha 50 50 100% 

 Rehabilitasi Ha 260 260 100% 

     452 452 100% 

2 RKT 2022         

 Pengayaan Ha 31.29 31.25 100% 
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 SILIN Ha 88 80 91% 

 Kakija Ha 40 40 100% 

  Tanah Kosong Ha 27 27 100% 

  Rehabilitasi Ha 38.39 38.39 100% 

      224.68 216.64 96.42% 

3 RKT 2023         

 Pengayaan Ha 16 16 100% 

 SILIN Ha 38 0 0% 

 Kakija Ha 24 24 100% 

 Rehabilitasi Ha 32 32 100% 

 Tanah Kosong Ha 16 16 100% 

     126 88 69.84% 

4 RKT 2024         

 Pengayaan Ha 28.01 0.65 2% 

 SILIN Ha 51.98 42.1 81% 

 Kakija Ha 29 19.66 68% 

 Rehabilitasi Ha 14.02 5.13 37% 

 Tanah Kosong Ha 20 5.6 28% 

     143.01 73.14 51.14% 

5 RKT 2025         

  
Pengayaan/ 
Rehabilitasi  Ha 42.03 42.03 71% 

  SILIN Ha 39.28 39.28 100% 

  Kakija Ha 29 16 55% 

  Tanah Kosong Ha 20 0 0 

      130.31 97.31 74.68% 

  Rata rata       78.42% 

Berdasarkan uraian tersebut Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/ 
regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan 
dilaksanakan ≥ 50 % - 80 % dari RKTPH  yaitu rata-rata sebesar 78.42 %. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.3 

: 10/15x100% = 66,67% (SEDANG) 

4. Indikator 
2.4 

: Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 

a. Verifier 
2.4.1 

: Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 

Bobot : 1 
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NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba memiliki SOP Penerapam Teknologi ramah Lingkungan dengan beberapa rangkaian 
kegiatan perencanaan, pemanenan dan paska pemanenan. 

No. Judul Tanggal Pembuatan 
Pedoman Teknis 

Acuan 

1 Reduce Impact Logging Nomor : LOG-02/P-06-04 revisi ke 4  
tanggal November 2024 

Permen LHK No.8 
tahun 2021 

Lampiran XIV. 

Isi SOP tersebut telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat.  

b. Verifier 
2.4.2 

: Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba belum menerapkan seluruh tahap kegiatan dalam pemanenan dengan teknologi ramah 
lingkungan Reduced Impact Logging (RIL). Pada tahap  : 

 Perencanaan : Telah diterapkan dilapangan, untuk kegiatan penandaan batas blok, petak dan Kawasan 
lindung telah dilakukan dilapangan. Untuk pembuatan rencana pemanenan telah dibuatkan sesuai dengan 
ketentuan.. 

  Pemanenan :  telah diterapkan dilapangan untuk kegiatan penebangan, penyaradan sesuai dengan SOP 
(tahun 2021 sd 2023). Untuk tahun 2024 sampai 2026 tidak ada kegiatan pemanen. 

 Pada tahap paska pemanenan : sebagaian besar telah di diterapkan dilapangan , tetapi realisasi 
penanaman/pemeliharaan masih belum sesuai dengan target dan kualitas nya belum maksimal dan 
pembuatan arah kemiringan sudetan belum sesuai SOP dan Jumlah sudetan tidak seimbang dengan 
kemiringan jalan sarad. 

c. Verifier 
2.4.3 

: Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba memiliki data kerusakan tegakan tinggal dari tahun 2021 sampai tahun 2023, sebagai berikut 
: 

RKT 2021 RKT 2023 

Petak Prosentase Petak Prosentase 

M15 20% M15 11% 

N15 21% N15 14% 

N16 33% N16 13% 

O14 33% O14 15% 

O15 28% O15 8% 

Total 27% Total 12% 

Untuk RKT 2022 kerusakan tegakan tingal rata- rata sebesar 16%, sehingga rata -rata kerusakan tegakan 
tinggal tahun 2021-2023 sebesar 18,33%. Untuk RKT 2024 sampai 2026 tidak ada kegiatan pemanenan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.4 

 13/15x100% =  86,67 % (BAIK) 

5. Indikator 
2.5 

: Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai 
dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui. 
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a. Verifier 
2.5.1 

: Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan. 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba memiliki dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian yaitu RKT 2021-2026.  RKTPH 
telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama. Buku RKTPH dilengkapi dengan Peta RKT dengan 
skala 1 : 100.000 . Berikut SK RKT beserta target tebangnya : 

No RKT Pengesahan 

Target Potensi Kayu 

Luas (Ha) Volume 
(m3) 

Luas (Ha) Volume 
(m3) 

1 2021 01/Kpts/DIRUT-
NR/RKT/2021  
tanggal 23 April 
2021 

1.588 53.392,82 1,588 134.901,66 

2 2022 01/Kpts/DIRUT-
NR/RKT/2022  
tanggal 11 Januari 
2022 

1.958,95 27.506,70 1.958,96 99,576,51 

  CO 488.15 9.169,77 488,15 46.838,74 

3 2023 01/Kpts/DIRUT-
NR/RKT/2023  
tanggal 17 Januari 
2023 

2320,56 20.659,86 2320,56 71,142,89 

  01.a/Kpts/DIRUT-
NR/RKT/2023  
tanggal 25 Oktober 
2023 

1.231,08 7.490,30   

4 2024 01/Kpts/DIRUT-
NR/RKT/2024  
tanggal 28 
Desember 2024 

1.773,02 10.779,79 1.773,02 13,233,44 

5 2025 01/Kpts/DIRUT-
NR/RKT/2025  
tanggal 7 Maret 
2025 

1.306,20 9.190,79 1.306,20 14.105,73 

  CO 180,52 1.090,96 196,81 792,46 

6 2026 01/Kpts/DIRUT-
NR/RKT/2026 
tanggal 27 Februari 
2026 

2.119,7 12.705.92 1.409,80 40.155,30 

Berdasarkan uraian tersebut maka Dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian (RKT 2021 SD 2026) 
dan sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan 

b. Verifier 
2.5.2 

: Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Terdapat peta rencana pemanenan yang menggambarkan batas blok, batas petak, rencana jalan angkutan, 
rencana jalan sarad, rencana TPn, lokasi kawasan lindung. 

 Peta Rencana pemanenan tahun 2023 dengan skala 1 : 12,452  
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 Peta Rencana pemanenan tahun 2022 (Blok II)dengan skala 1 : 11.761 

 Peta Rencana pemanenan tahun 2022 (Blok II)dengan skala 1 : 4.906 

 Peta Rencana pemanenan tahun 2021 dengan skala 1 : 12,452 

 Peta tersebut di buat oleh Ganis Kurpet, Diperiksa oleh Ganis Canhut, Disetujui oleh Manager Camp dan 
Direktur Utama. 

Untuk RKT 2024 sampai dengan tahun 2026, tidak ada peta rencana pemanenan tetapi terdapat peta RKT 
2024, 2025,2026 dengan skala 1 : 100.000. Peta tersebut di buat oleh Ganis Kurpet, Diperiksa oleh Ganis 
Canhut, Disetujui oleh Manager Camp dan Direktur Utama. 

Dengan demikian perusahaan mempunyai peta kerja untuk jenis kegiatan usaha HHK dan telah sesuai 
dengan peta RKTPH termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi. 

c. Verifier 
2.5.3 

: Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan 
dengan peta kerja 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi+ 

: PT Narkata Rimba telah melaksanakan penandaan batas blok dan petak kegiatan usaha pemanfaatan hutan.  
Terdapat dokumen Berita Acara Pemeliharaan Batas Blok, Petak dan batas Kawasan Lindung.  

 

Berdasarkan pengamatan lapangan terdapat tanda-tanda penandaan sebagai berikut :  

 Pengamatan batas blok berupa:  

-  Tanda polet merah (/) pada rintisan batas blok terlihat jelas dan sesuai dengan peta kerja 

-  Terdapat tanda plang dan patok batas blok RKT 

-  Pengamatan letak geografis jalur rintisan batas blok menunjukkan kesesuaian dengan peta kerja 
penataan areal kerja.  

 Pengamatan batas petak : 

- Tanda polet biru (/) pada rintisan batas petak  dan terlihat jelas di lapangan 

-  Terdapat tanda plang batas petak  

-  Pengamatam letak geografis jalur rintisan batas petak menunjukkan kesesuaian dengan peta kerja 
penataan areal kerja.. 

 Penandaaan Kawasan lindung terlihat jelas dilapangan dengan tanda berupa plang Kawasan lindung dan 
rintisan berupa tanda (///) warna biru. 

d. Verifier 
2.5.4 

: Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba telah melaksanakan pemanfaatan hutan kayu tumbuh alami dengan luas dan volume 
produksi usaha pemanfaatan hutan sesuai RKTPH: Berdasarkan Laporan Hasil Produksi diketahui volume 
produksi kayu untuk RKT 2021-2023 tercapai rata-rata 56,87 % dan luas sebesar 48,11%, dengan data sebagai 
berikut. 

Tahun 2021 

No. Kesesuaian Jenis Usaha pemanfaatan Hutan 
HHK 

1. LUASAN 1588 Ha 

a. Rencana 1588 

b. Realisasi 857.65 

c. Pencapaian 54.01% 

2.. LOKASI N 1° 25′ 44″ E 116° 31′ 21.8″  
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3. VOLUME (m3) 

a. Rencana 53392.82 

b. Realisasi 27443.95 

c. Pencapaian 51.40% 

Tahun 2022 

No. Kesesuaian 
Jenis Usaha pemanfaatan Hutan 

HHK 

1. LUASAN 2447.1 

a. Rencana 2447.1 

b. Realisasi 1097.85 

c. Pencapaian 44.86% 

2.. LOKASI N 0° 40′ 14.48″ E 115° 53′ 0.53″  

3. VOLUME (m3) 

a. Rencana 36676.47 

b. Realisasi 14292.47 

c. Pencapaian 38.97% 

 

Tahun 2023 

No. Kesesuaian 
Jenis Usaha pemanfaatan Hutan 

HHK 

1. LUASAN Hektar 

a. Rencana 1231.08 

b. Realisasi 560.5 

c. Pencapaian 45.53% 

2.. LOKASI N 1° 27′ 58.79″ E 116° 32′ 44.45″  

3. VOLUME (m3) 

a. Rencana 7664.37 

b. Realisasi 6150.22 

c. Pencapaian 80.24% 

Untuk tahun 2024 sampai 2026 tidak ada pelaksanaan produksi kayu, hal ini disebabkan : 

 Hasil Produksi kayu sangat tidak kompetitive dikarenakan biaya produksi lebih besar daripada harga jual 

 Pemiliran kayu log dari log pond di Muara Wahau sampai Samarinda memerlukan waktu lebih dari 1 
bulan karena kondisi sungai yang tidak menentu 

 Jalan Logging PT Narkata Rimba yang berada di desa Muara Wahau dikuasai oleh masyarakat dan tidak 
ada lagi jalan alternatif 

 Bisnis Kayu hutan alam belum membaik. 

Atas alasan tersbut PT Narkata Rimba akan merubah RKUPH Mulitusaha Kehutanan dengan melakukan 
penambahan atau perubahan jenis kegiatan usaha (Multiusaha Kehuatanan). 
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Nilai Kinerja 
Indikator 2.5 

: 16/18x100%  = 88,89 % (BAIK) 

6. Indikator 
2.6 

: Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan. 

a. Verifier 
2.6.1 

: Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai 
dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba memiliki laporan keuangan perusahaan tahun 2021-2025 yang telah diaudit oleh auditor 
indpenden dan terdapat laporan audit Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhoni & Chandra 

Kondisi kemampuan finansial PT Narkata Rimba dtunjukkan dengan Neraca Perusahaan dan Perhitungan 
Laba Rugi tahun 2021 dan 2025 di dalam laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Bardasarkan 
data-data tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

Deskripsi 
Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 Rata rata 

Likuiditas 492.70% 1.382,84% 70,64% 19.57% 253.46% 443,64% 

Solvabilitas 606,43% 1.511,35% 486,19% 342,10% 199,51% 629,12% 

Rentabilitas 3,17% 5,69% -23,49% -22,87% -26,93% -12,89% 

Opini 
Akuntan 
publik 

WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

 

Berdasarkan laporan auditor independen, Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan 
Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian terkait dengan imbalan kerja dan parameter : 
Likuiditas >150%, Solvabilitas > 150%, Profitabilitas : Negative. 

b. Verifier 
2.6.2 

: Realisasi Alokasi dana yang proporsional 

(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeur / perubahan 
kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %) 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen RKAP, terdapat data rencana dan realisasi alokasi dana kegiatan usaha pemanfaatan 
hutan untuk menghitung proporsionalitas sebagai berikut : 

No Tahun Prosentase 
Realisasi 

Alokasi dana 
Terbesar 

Prosentase 
Realisasi Alokasi 

dana Terkecil 

Proporsionalitas  

1 2021 Kewajiban 
kepada Negara 
(100%) 

Pembangunan 
sarana dan 
prasarana (51.40 
%) 

48.6 % 

2 2022 Pembinaan 
Hutan (101 %) 

Kewajiban kepada 
Negara ( 40,14 %) 

59.86 % 

3 2023 Admnistrasi 
umum (86,17%) 

Pemanena hasil 
hutan (23,74 %) 

62.43 % 
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4 2024 Perlindungan 
dan 
pengamanan  
Hutan 
(128,08%) 

Pemanenan 
(29,88%) 

70.12 % 

5 2025 Administrasi 
umum 
(127,37%) 

Pembangunan 
sarana dan 
prasaran 
(81,11%) 

18.89 % 

Rata-rata 
proporsionalitas 

  51.98 % 

Berdasarkan tabel tersebut bahwa alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan 
lebih dari > 50%) yaitu rata rata untuk tahun 2021-2025 sebesar 51.98%. 

c. Verifier 
2.6.3 

: Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan 
Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan 
ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS). 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba memiliki data realisasi alokasi dana kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dalam 
dokumen RKAP untuk tahun 2021-2025. Berdasarkan laporan tersebut PT Narkata Rimba telah 
mengalokasikan dana mencukupi untuk menjalankan kegiatan pemanfaatan hutan sebagai berikut : 

No Tahun Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Alokasi Dana 
(%) 

1 2021 57.063.268.376 38.877,128.216 66.38 

2 2022 24.110.965.077 13.992.480.261 58.03 

3 2023 18.200.680.969 10.246.551.650 56.29 

4 2024 11.091,442.105 9.913.069.296 89.38 

5 2025 9.437,787.960 9.631.357.366 102.05 

 Rata-rata alokasi dana 74.42 
. 

d. Verifier 
2.6.4 

: Realisasi pendanaan yang lancar. 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Narkata Rimba dapat menunjukkan dokumen laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh 
auditor independen Kantor Akuntan Publik serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021-
2025. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui realisasi biaya pengelolaan hutan tercapai rata rata 74,42% 
(sedang). Hal ini mengindikasikan cukup lancarnya pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan. Tetapi 
berdasarkan laporan bulanan TPTI (dokumen RO) RKT 2021 sampai 2025 diketahui realisasi fisik kegiatan 
pemanfaatan hutan pada hutan alam beberapa tidak sesuai dengan tata waktunya, seperti kegiatan pemanenan 
dan penanaman. 

e. Verifier 
2.6.5 

: Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan. 

Bobot : 3 
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NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

 

: Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan hutan 
sebagai berikut : 

No Tahun Pembinaan 
Hutan  

1 2021 91.00% 

2 2022 58.03% 

3 2023 56.30% 

4 2024 182.86% 

5 2025 103.02% 

Rata-rata 
alokasi dana 

98.24% 

 

f. Verifier 
2.6.6 

: Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan. 

 Bobot : 2 

 NILAI : BAIK 

 Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

 Perusahaan telah Membayar pajak PBB membayar PPn dan PPH tahun 2024 dan 2025 sesuai peraturan UU 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.6 

: 23 / 30 x 100% = 76.67% (SEDANG) 

 

C. Aspek EKOLOGI 
 

1. Indikator 3.1 : Keberadaan, kemantapan, dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi 
Tinggi (ABKT) 

a. Verifier 3.1.1 : Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta 
terdapat informasi hasil identifikasi ABKT 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Luas kawasan lindung PT Narkata Rimba seluas 5.002 Ha telah sesuai dengan dokumen 
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB tahun 2021 (Periode 2021 – 2030). Luas kawasan lindung 
ini telah ditetapkan manajemen melalui penerbitan Surat Kebijakan Manajemen PT 
Narkata Rimba Tentang Penetapan Kawasan Lindung Tanggal 4 Agustus 2026 (Atas 
nama Ir. Andreas Nugroho Adi – Direktur PT Narkata Rimba). 

Luas kawasan lindung PT Narkata Rimba 

No. Jenis Kawasan Lindung Luas (Ha) 

1. Sempadan Sungai 2.049 

2. Badan Sungai              100  

3. Lereng Sangat Curam (>40%)              428  

4. KPPN/ KKI           1.018  
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5. Buffer Zone HL           1.169  

6. Home Range Satwa              238  

  Jumlah 5.002 

b) PBPH PT Narkata Rimba telah memiliki data hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi 
Tinggi (ABKT), sesuai : 

1. Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value) PT Narkata 
Rimba tahun 2011 seluas 41.540 hektar, yang disusun oleh TNC dan PT Narkata 
Rimba 

2. Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value) PT Narkata 
Rimba tahun 2015 seluas 23.569 hektar, yang disusun oleh Ideas Consultancy 
Services dan PT Narkata Rimba 

b. Verifier 3.1.2 : Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau 
deliniasi ABKT 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a. Selama 6 tahun terakhir, PT Narkata Rimba telah merealisasikan penataan batas 
kawasan lindung sebesar 220,923 Km (64,07% dari panjang batas kawasan lindung). 
Pemeliharaan batas kawasan lindung dilaksanakan sepanjang 91,808 Km. 

b. Berdasarkan observasi lapang kawasan lindung di Sempadan Sungai Wahau 
(1°22'4,722"N 116°36'33,714"E), Sempadan Sungai D22 RKT 2023 (19˚21'29,226"N 
116°35’’21,642"E), dan Sempadan Sungai Ute (1˚21’27,96”N 116˚31'50,184"E), 
penandaan batas telah terlihat jelas dan sesuai dengan prosedur. Batas rintis berupa cat 
warna biru polet dua garis “//” dengan frekuensi penandaan setiap 3-5 meter. Pada lokasi 
strategis telah dipasang papan nama kawasan lindung. Penandaan lokasi ABKT di 
lapangan (identifikasi ABKT, pemasangan plang fungsi ABKT) telah dilaksanakan. 

c. Verifier 3.1.3 : Kondisi penutupan kawasan lindung / rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a. Kondisi penutupan kawasan lindung di areal kerja PT Narkata Rimba didasarkan pada 
Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2026 oleh Ganis Canhut PT Narkata Rimba (Hasan 
Juwahir No. Reg. 01240021502) dengan sumber: Mosaik Citra Landsat 8 Path 117 Row 
59 Liputan tanggal 27 Maret 2026 yang diambil dari website USGS. Hasil digitasi 
penutupan kawasan lindung PT Narkata Rimba pada lingkup seluas 4147,10 Ha 
menunjukkan luas kawasan lindung berhutan sebesar 3649,79 Ha (88,01%) terdiri dari 
hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, dan belukar tua. Sementara itu, 
areal tidak berhutan seluas 159,94 Ha (3,86%) yang merupakan jalan terbuka, kebun 
campur, dan tutupan semak. Areal seluas 337,37 Ha (8,14%) merupakan badan air. 

b. Berdasarkan observasi lapang pada Sempadan Sungai Wahau (1°22'4,722"N 
116°36'33,714"E), Sempadan Sungai D22 RKT 2023 (19˚21'29,226"N 116°35’’21,642"E), 
dan Sempadan Sungai Ute (1˚21’27,96” N 116˚31'50,184"E), mayoritas tutupan masih 
berhutan dengan jenis hutan lahan kering sekunder dengan kerapatan sedang hingga 
tinggi. Tidak teridentifikasi adanya perambahan masyarakat pada areal kawasan lindung 
yang dilakukan observasi. 

c. Pada periode audit, PBPH PT Narkata Rimba melaksanakan kegiatan penanaman/ 
rehabilitasi kawasan lindung sebesar 45,33 Ha. 

d. Verifier 3.1.4 : Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka 
verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : 2 

NILAI : N/A 
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Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan Peta Tanah Pulau Kalimantan skala 1 : 1.000.000 yang diterbitkan oleh Pusat 
Penelitian Tanah dan Agroklimat Bogor tahun 1983 sebagaimana yang tertuang dalam 
dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021 – 2030, jenis tanah yang berada di dalam areal PBPH 
PT Narkata Rimba terdiri dari 4 (empat) macam yaitu Pendreh (PDH), Maput (MPT), Teweh 
(TWH), dan Lawanguwang (LWW). Dengan demikian diverifikasi pada areal PBPH PT Narkata 
Rimba tidak terdapat jenis tanah atau kawasan lindung berupa areal ekosistem gambut. 

e. Verifier 3.1.5 : Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a. Pada areal PT Narkata Rimba masih terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan di 
kawasan lindung, yakni sesuai hasil konsultasi publik dengan Desa Diaq Lay, Desa Nehas 
Liah Bing, dan Desa Dea Beq, diketahui masih terdapat kegiatan perburuan di wilayah PT 
Narkata Rimba. Jenis yang diburu oleh masyarakat untuk konsumsi umumnya Babi (Sus 
scrofa), Kijang/Payau (Muntiacus muntjak), dan Pelanduk/Kancil (Tragulus kanchil). 
Sementara itu, jenis burung yang diburu (umumnya oleh orang luar desa binaan) berupa 
Burung Cucak Hijau/Cica Daun Besar (Chloropsis sonnerati) dan Burung Murai. Perburuan 
menggunakan jaring, lem, dan jerat. 
Adapun kegiatan perburuan mamalia oleh masyarakat sekitar umumnya disebabkan oleh 
budaya adat masyarakat setempat. PT Narkata Rimba membatasi kegiatan perburuan 
dengan cara menerbitkan kesepakatan perburuan terbatas dengan masyarakat desa yang 
telah ditandatangani oleh masing-masing perwakilan pemerintahan desa. Hal ini 
dikonfirmasi juga berdasarkan hasil wawancara dengan pihak security (An. Audyan), 
bahwa untuk perburuan mamalia konsumsi harus menyertakan surat izin dari kepala desa 
dan kepala adat agar diperbolehkan melakukan perburuan di wilayah PT Narkata Rimba. 

b. PT Narkata Rimba telah melakukan upaya penyelesaian gangguan pada kawasan lindung 
melalui sosialisasi terpadu. 

f. Verifier 3.1.6 : Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang 
yang ada di dalam RKUPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

 

: a. Selama periode audit, PT Narkata Rimba telah melaksanakan beberapa kegiatan 
pengelolaan kawasan lindung sesuai rencana dan mendokumentasikan kegiatan tersebut 
dalam berita acara/laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup kegiatan : 

a. Penataan dan pemeliharaan batas kawasan lindung 

b. Penyuluhan/sosialisasi kawasan lindung (belum lengkap pada setiap desa binaan) 

c. Pemasangan papan nama dan papan peringatan 

d. Pendataan jenis flora dan fauna dilindungi (data belum lengkap) 

e. Penanaman di kawasan lindung 

f. Patroli areal 

b. Selama periode audit, PBPH PT Narkata Rimba telah membuat Laporan Pelaksanaan 
RKL-RPL dan melaporkannya ke instansi terkait secara langsung pada tahun 2021 dan 
2022 serta secara elektronik melalui website SIMPEL tahun 2023 sampai 2026. 

 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.1 : 18/21x100% = 85,71% (BAIK) 

2. Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan 

a. Verifier 3.2.1 : Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari 
perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan 
pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi 

Bobot : 1 
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NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Ketersediaan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan PT Narkata Rimba telah lengkap 
sesuai dengan gangguan/potensi gangguan hutan di wilayah, namun sebagian prosedur belum 
mengacu pada aturan/ketentuan yang berlaku. 

Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan PT Narkata Rimba 

No. 
Potensi 

Gangguan 
Hutan 

Judul dan Nomor SOP Deskripsi Kelengkapan 

1.  Perambahan 
Kawasan 

Standar Operasional Prosedur 
Perlindungan dan Pengamanan 
Hutan No. Dok. NR/BIO/SOP-
01 Tanggal Terbit 15 Januari 
2024 Revisi 2 Tanggal Revisi 24 
April 2025. 

Kegiatan penanganan perambahan 
kawasan mencakup penyuluhan, 
pemasangan tanda larangan, 
pemasangan portal, patroli rutin, dan 
melakukan tindakan represif (tindakan 
penyelidikan, penggrebekan, 
penangkapan, penyidikan, investigasi 
sampai peradilannya). Prosedur telah 
mengacu Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan. 

Standar Operasional Prosedur 
Pemetaan dan Resolusi Konflik 
No. Dok. SOP/NR/SCD/007 
Tanggal Terbit 1 April 2026 
Revisi 0. 

Prosedur mengatur mengenai persiapan 
pemetaan konflik, identifikasi potensi 
konflik, pendekatan resolusi konflik, 
hingga pelaporan dengan mengacu 
pada aturan terkait. 

2.  Pemanenan 
atau 
penebangan 
tanpa izin 

Standar Operasional Prosedur 
Perlindungan dan Pengamanan 
Hutan No. Dok. NR/BIO/SOP-
01 Tanggal Terbit 15 Januari 
2024 Revisi 2 Tanggal Revisi 24 
April 2025. 

Kegiatan penanganan illegal logging 
mencakup penyuluhan, pemasangan 
tanda larangan, pemasangan portal, 
patroli rutin, dan melakukan tindakan 
represif (tindakan penyelidikan, 
penggrebekan, penangkapan, 
penyidikan, investigasi sampai 
peradilannya). Prosedur telah mengacu 
aturan terkait. 

3.  Perburuan 
flora dan 
fauna 

Standar Operasional Prosedur 
Perlindungan dan Pengamanan 
Hutan No. Dok. NR/BIO/SOP-01 
Tanggal Terbit 15 Januari 2024 
Revisi 3 Tanggal Revisi 12 
Agustus 2026 

Kegiatan penanganan perburuan flora-
fauna mencakup penyuluhan, 
pemasangan tanda larangan, 
pemasangan portal, patroli rutin, dan 
melakukan tindakan represif (tindakan 
penyelidikan, penggrebekan, 
penangkapan, penyidikan, investigasi 
sampai peradilannya). Prosedur telah 
mengacu aturan terkait. 

4.  Pencegahan 
dan 
pemadaman 
kebakaran 

Prosedur Operasional Standar 
Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran 
Hutan No. Dok. NR/BINHUT-
8/A-0 Tanggal Terbit 1 
November 2009 Revisi 5 
Tanggal Revisi 12 Agustus 
2026 

Prosedur menjelaskan SDM, sarpras, 
dan teknis pemadaman kebakaran. 
Prosedur juga memaparkan 
pelaksanaan monitoring Peringkat 
Bahaya Kebakaran (FDR), dan 
pelaporan ke SIPONGI. SOP telah 
mengacu aturan terkait. 

5.  Hama dan 
penyakit 
tanaman 

Prosedur Operasional Standar 
Penggunaan Bahan Alami 
Untuk Pemberantasan Hama 
dan Penyakit di Persemaian No. 
Dok. NR/BINHUT-12/A-0 
Tanggal Terbit 5 Juli 2022 
Revisi 1 Tanggal Revisi 13 
Agustus 2026 

Prosedur menjelaskan jenis pestisida 
alami untuk penanganan jenis hama-
penyakit yang berpotensi terjadi. 

.. 
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b. Verifier 3.2.2 : Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba telah menyediakan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan 
yang terbagi dalam sarpras security dan sarpras dalkarhutla. 

a. Sarana prasarana security 

Jenis dan jumlah sarana prasarana pengamanan dinilai belum mencukupi kebutuhan 7 
personil. Sarpras tersedia mencakup : motor patroli 1 unit, radio HT 1 unit, tongkat baton 
security 4 unit, Senter 1 unit, dan lainnya. 

Hasil wawancara dengan personil security diketahui bahwa sarana kendaraan patroli 
masih kurang dari kebutuhan regu karena hanya 1 unit motor yang tersedia (standby). 
Ketersediaan seragam dan peralatan pribadi lainnya juga masih kurang 

b. Sarana prasarana dalkarhutla 

1. Ketersediaan peralatan tangan, peralatan personil, dan perlengkapan mekanis belum 
memenuhi kebutuhan/ketentuan untuk 2 regu inti dalkarhutla sesuai PermenLHK No. 
P.32 Tahun 2016. 

2. Sarana deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) : Sistem monitoring hotspot 
menggunakan data dasar FIST (Forest Integrated System and Transparency) dan 
SIPONGI. 

c. Verifier 3.2.3 : Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a. Ketersediaan SDM perlindungan hutan PT Narkata Rimba terdiri dari : 

No. SDM Perlindungan 
Hutan   

Jumlah Personil 
Kompeten 

1. Security 7 orang 1 orang 

2. Brigdalkarhutla   

  Regu Inti 1 Regu (19 orang/regu) - 

  Regu Pendukung Seluruh karyawan - 

  Regu Perbantuan 
dan/atau MPA 

2 Regu Masyarakat  
(sudah MoU) 

- Desa Nehas Liah Bing 

- Desa Bea Nehas 

- 

b. PT Narkata Rimba telah mengadakan kegiatan pelatihan internal dalkarhutla sebanyak 2 
kali selama periode audit 6 tahun (frekuensi pelatihan minim) 

c. Implementasi pemanfaatan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan 
perlindungan dan pengamanan hutan, yakni : Monitoring hotspot serta pelaporan 
dalkarhutla melalui website SIPONGI. 

d. Verifier 3.2.4 : Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a. Indikasi areal terfragmentasi pada areal kerja PT Narkata Rimba kurang dari 25% yakni 
665,80 Ha (1,01%). Hal ini dikarenakan aksesibilitas ke kawasan cukup terbatas. 

b. Selama periode audit, PT Narkata Rimba melaksanakan perlindungan hutan diantaranya : 

1. Sosialisasi kawasan lindung dan perlindungan hutan ke masyarakat desa binaan 

2. Pemasangan plang-plang larangan terkait perburuan satwa liar, perambahan hutan, 
kebakaran hutan & lahan, dan illegal logging 
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3. Penyediaan portal dan pos jaga di wilayah masuk basecamp dan penjagaan oleh 
security 

4. Penyediaan prosedur, sarana prasarana, dan SDM perlindungan hutan (belum 
memenuhi ketentuan) 

5. Patroli wilayah konsesi 

6. Pelatihan internal dalkarhutla 

7. Upaya identifikasi konflik dan sosialisasi dalam penanganan konflik areal 

8. Melaporkan laporan dalkarhutla setiap bulan secara elektronik melalui website 
SIPONGI 

9. Kesepakatan perburuan terbatas dengan masyarakat sekitar 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.2 

: (13/ 15) x 100% = 86,67% (BAIK) 

3. Indikator 3.3 : Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat 
pemanfaatan hutan 

a. Verifier 3.3.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan 
kimia 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a. Berdasarkan dokumen ANDAL Tahun 2013, kegiatan pengelolaan dan pemantauan 
berdasarkan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yaitu a) kualitas udara ambien; 
b) kebisingan; c) laju erosi; d) beban sedimentasi; e) kualitas air permukaan; f) debit aliran 
permukaan; dan g) tata aliran permukaan. 

b. PT NR telah menyediakan prosedur dalam memantau dan mengelola dampak yang 
mungkin timbul, termasuk dampak terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun, 
namun sebagian prosedur belum mengacu aturan terkait, diantaranya :  

No. Jenis Dampak Prosedur Deskripsi 

A. Komponen Fisik Kimia 

1.  Kualitas Udara 
Ambien 

Standar Operasional 
Prosedur Pemantauan 
Kualitas Udara Ambien, 
Kebisingan dan Getaran. No 
Dok : NR/LINGKUNGAN-
20/A-0, Tgl. Terbit : 23 April 
2025, No. Revisi : 1, Tgl. 
Revisi : 14 Agustus 2026 

Prosedur menjelaskan teknis 
pengendalian dan pemantauan 
emisi udara, kebisingan, dan 
getaran oleh pihak ketiga. 
Prosedur telah mengacu aturan 
terkait termasuk PP RI No. 22 
Tahun 2021. 

2.  Kebisingan 

3.  Laju Erosi Prosedur Operasional 
Standar Pemantauan Erosi. 
No Dok : NR/LINGKUNGAN-
3/A-0, Tgl. Terbit : 10 
Februari 2024, No. Revisi : 2, 
Tgl. Revisi : 13 Agustus 2026 

Prosedur menjelaskan teknis 
pemantauan erosi dengan 
metode USLE dan secara 
lengkap telah menjelaskan teknis 
pengolahan data tingkat bahaya 
erosi dan kelas bahaya erosi.  
 

4.  Beban 
Sedimentasi, 
Debit Aliran 
Permukaan, dan 
Tata Air 
Permukaan 

Prosedur Operasional 
Standar Pemantauan Debit 
Air dan Sedimentasi Sungai. 
No Dok : NR/LINGKUNGAN-
4/A-0, Tgl. Terbit : 4 April 
2009, No. Revisi : 2, Tgl. 
Revisi : 14 Agustus 2026 

Prosedur menjelaskan teknis 
pemantauan debit dan 
sedimentasi sungai secara 
lengkap hingga tahap 
pengolahan data. Evaluasi tindak 
lanjut/pengelolaan terhadap 
perubahan/peningkatan debit dan 
sedimentasi sungai juga telah 
dijelaskan.  

5.  Kualitas Air 
Permukaan 

Prosedur Operasional 
Standar Pemantauan 
Kualitas Fisik Kimia Air 

Prosedur menjelaskan teknis 
pengambilan data untuk uji 
kualitas air sungai oleh pihak 
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Sungai. No Dok : 
NR/LINGKUNGAN-5/A-3, 
Tgl. Terbit : 4 April 2009, No. 
Revisi : 4, Tgl. Revisi : 13 
Agustus 2026 

ketiga. Parameter yang dipantau 
dan standar baku mutu telah 
dicantumkan. Prosedur telah 
mengacu aturan terkait, termasuk 
PP RI No. 22 Tahun 2021. 

Prosedur hanya mencakup 
kegiatan pemantauan kualitas air 
sungai, adapun teknis 
pengelolaan terhadap dampak 
penurunan kualitas air sungai 
belum tersedia (seperti 
revegetasi, pemeliharaan saluran 
drainase, dll). 

B. Pengelolaan Limbah B3 

1.  Pengelolaan 
limbah B3 

Prosedur Operasional 
Standar Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3). No Dok : 
NR/Bengkel&Gudang-3/A-0, 
Tgl. Terbit : 4 April 2011, No. 
Revisi : 4, Tgl. Revisi : 10 
Maret 2022 

Prosedur telah mengacu ke PP 
RI No. 22 Tahun 2021, namun 
belum mengacu PermenLHK No. 
6 Tahun 2021. 

Prosedur belum menjelaskan 
masa simpan LB3 di TPS LB3 
sesuai jenis LB3. 

2.  Pengelolaan 
limbah domestik 

Prosedur Operasional 
Standar Penanganan Limbah 
Domestik. No Dok : 
NR/UMUM-13/A-0, Tgl. 
Terbit : 5 September 2017, 
No. Revisi : 1, Tgl. Revisi : 23 
April 2025 

Prosedur belum menjelaskan 
teknis pengelolaan setelah dari 
TPA sampah (apakah ditimbun 
seluruhnya, diangkut ke desa, 
dibakar, dan lainnya). 

. 

b. Verifier 3.3.2 : Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 
komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang 
memadai 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a. Sarana prasarana pengelolaan dampak fisik-kimia PT Narkata Rimba diantaranya : 
Ombrometer (1 unit), Pengukur debit sungai tersedia 1 unit stik ukur portable, 4 unit bola 
pelampung/pingpong, dan 1 unit meteran; Uji kualitas air sungai tersedia 1 unit drum 
penampung sampel air dan 1 unit Secchi Disk; Uji kualitas tanah: Tersedia 1 unit ring 
sampel tanah; pengukuran erosi sampling pada bekas jalan sarad blok RKT 2023. 

b. Sarana pengelolaan Limbah B3 terdiri atas 1 unit tempat penampungan limbah cair dan 
1 unit tempat penampungan limbah padat dan limbah medis. Tempat penampungan 
limbah cair berada pada koordinat 1°21'19,872"N 116°32'14,028"E, dilengkapi lantai 
kedap cairan/beton dan oil trap serta memanfaatkan tangki BBM bekas. Tempat 
penampungan limbah padat dan limbah medis berada pada koordinat 1°21'19,818"N 
116°32'14,028"E, dengan lantai kedap cairan/beton, rambu-rambu, serta palet kayu 
untuk penempatan drum bekas dan limbah medis. Kompartemenisasi berdasarkan jenis 
limbah belum tersedia. Rintek persetujuan pembangunan TPS Limbah B3 juga belum 
tersedia. Pengangkutan Limbah B3 dilakukan melalui kerja sama dengan PT Karunia 
Lumasindo Pratama. 

c. Personil kelola lingkungan PT Narkata Rimba sebanyak total 13 orang, seluruhnya belum 
mengikuti pelatihan terkait konservasi tanah dan air serta limbah B3. Saat audit ini, 
GANISPH BINHUT aktif sebanyak 1 personil (An. M. Syahril). Selama periode audit, 
belum ada pelatihan internal terkait kegiatan konservasi tanah dan air. 

c. Verifier 3.3.3 : Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 
termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan 
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Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai Dokumen 
RKL dan RPL tahun 2013, RKUPH, dengan teknis mengacu pada prosedur yang disusun. 

b. Pelaksanaan pengelolaan-pemantauan komponen fisik-kimia dan limbah B3 : 

1. Penanaman/pengayaan areal terbuka dan kanan-kiri jalan 

2. Pembuatan saluran drainase berupa parit, jembatan, dan/atau gorong-gorong sesuai 
kebutuhan 

3. Pembuatan pembuatan sodetan (2022 dan 2023), turap (2021), sediment trap 

4. Pemantauan erosi, debit, kualitas air sungai, curah hujan, dan kebisingan telah 
dilakukan namun belum lengkap pada setiap tahun  

5. Pemantauan kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan hanya dilaksanakan di 
tahun 2025 

6. Pelaporan neraca LB3 di SIMPEL baru dilaporkan tahun 2026 (penyimpanan) 

7. Pengelolaan TPS LB3 belum optimal (standar bangunan, rincian teknis) 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.3 

 8/12x100% = 66,67% (SEDANG) 

4. Indikator 3.4 : Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang 
(rare), terancam punah (threatened) dan endemik 

a. Verifier 3.4.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a. Prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi PT Narkata Rimba diatur dalam : 

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan Tumbuhan dan Satwa Liar (No. 
Dokumen NR/BIO/SOP-01 Tanggal Terbit 15 Januari 2024 Revisi 1 Tanggal Revisi 24 
Februari 2025) 

2. Prosedur Operasional Standar Pemantauan Orangutan (No. Dok : NR/Lingkungan-
13/A-0 Tanggal terbit 1 Juni 2017 Revisi 1 Tanggal Revisi 15 Agustus 2026) 

3. Instruksi Kerja Identifikasi dan Pemantauan Flora (NR-BIO-SOP01-IK01) 

4. Instruksi Kerja Identifikasi dan Pemantauan Fauna (NR-BIO-SOP01-IK02) 

5. Instruksi Kerja Identifikasi dan Pemantauan Fauna Perairan (Biota Air) (NR-BIO-
SOP01-IK03) 

6. Form Identifikasi dan Pemantauan Fauna Perairan (Biota Air) (NR-BIO-SOP01-
FRM003) 

7. Form Identifikasi dan Pemantauan Fauna (NR-BIO-SOP01-FRM002) 

8. Form Identifikasi dan Pemantauan Flora (NR-BIO-SOP01-FRM001) 

b. Prosedur identifikasi flora dilindungi melalui pencatatan semua jenis tumbuhan di dalam 
plot sesuai dengan stratifikasinya. Pengukuran parameter vegetasi yang dibutuhkan 
diameter batang, tinggi pohon, penutupan tajuk, pengukuran semak dan anakan pohon, 
tumbuhan bawah, dan lainnya. Prosedur identifikasi fauna dilakukan dengan mencatat dan 
mendokumentasikan semua temuan di lapangan (individu, jejak satwa, sarang, kotoran, 
bekas pakan, suara, sisa bagian tubuh) dan tanda-tanda lainnya yang mengindikasikan 
keberadaan satwa. Hasil identifikasi satwa dilakukan perhitungan data populasi dan 
persebaran. 

c. Teknis pembuatan plot dijelaskan dan tallysheet/form identifikasi tersedia. Hasil identifikasi 
dilakukan klasifikasi status perlindungan sesuai IUCN, CITES, PermenLHK P.106/2028 
dan kategori endemik sesuai literatur nasional. 
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b. Verifier 3.4.2 : Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode audit, PT Narkata Rimba telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna 
dilindungi dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan identifikasi flora dan fauna dilindungi dilaksanakan di kawasan produksi dan 
di kawasan lindung (tahun 2023 – 2025) 

b. Identifikasi flora dan fauna dilindungi tahun 2021 dan 2022 belum dilakukan di kawasan 
lindung 

c. Pengamatan vegetasi menggunakan metode kuadrat sesuai strata tegakan (semai, 
pancang, tiang, pohon) sedangkan pengamatan jenis satwa dengan mencatat jenis yang 
ditemukan saat pertemuan langsung dan tidak langsung dengan metode transek dan 
metode lainnya sesuai kelas satwa 

d. Pada sebagian laporan belum dilengkapi rekaman yang memadai (foto/camera trap). 

 

c. Verifier 3.4.3 : Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi PT Narkata Rimba : 

Tahun 2021 

1. Laporan Jalur Pengamatan Permanen 2021 (ET+0) 

2. Laporan Jalur Pengamatan Permanen 2021 (ET+1) 

3. Laporan Identifikasi Jenis-jenis Ikan di Sungai Lele dan Sungai Wahau Blok RKT 2021 

4. Laporan Pemantauan Satwa Liar 2021 

Tahun 2022 

1. Laporan Jalur Pengamatan Permanen 2022 (ET+0) 

2. Laporan Identifikasi Jenis-jenis Ikan di Sungai Deng Lia Blok RKT 2022 

3. Laporan Pemantauan Satwa Liar 2022 

Tahun 2023 

1. Laporan Analisis Jalur Pengamatan Permanen Blok RKT 2022 (ET+1) Tahun 2023 

2. Laporan Pemantauan Flora dan Fauna PT Narkata Rimba Tahun 2023 

Tahun 2024 

1. Laporan Pemantauan Flora dan Fauna PT Narkata Rimba Tahun 2024 

Tahun 2025 

1. Monitoring dan Evaluasi Keanekaragaman Hayati PT Narkata Rimba dan Nusantara 
Climate Initiative 2025 

Hasil pemeriksaan kelengkapan data identifikasi, diketahui tersedia data analisis populasi (flora 
dan fauna) dan data status perlindungan flora dan fauna sesuai PermenLHK No. P.106/2018, 
Appendices CITES, dan IUCN Red List, namun hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi pada 
beberapa laporan belum dilengkapi rekaman yang memadai (foto/video cameratrap, foto 
kegiatan, foto berkoordinat jenis yang ditemukan). Data identifikasi flora dan fauna dilindungi di 
kawasan lindung pada tahun pengamatan 2021 dan 2022 tidak tersedia. 

 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.4 

 11/15x100% = 73,33% (SEDANG) 
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5. Indikator 3.5 : Pengelolaan flora dan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 
rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) 

2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka 
dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 

a. Verifier 3.5.1 : Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi PT NR diantaranya : 

1. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Flora Yang Dilindungi Dan/Atau Langka 
(Endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) Dan Endemik No. Dok : 
NR/Lingkungan-14/A-0  Tanggal terbit 4 November 2010, Revisi 2 Tanggal Revisi 14 
Agustus 2026 

2. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Fauna Yang Dilindungi Dan/Atau Langka 
(Endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) Dan Endemik No. Dok : 
NR/Lingkungan-15/A-0  Tanggal terbit 4 November 2010, Revisi 2 Tanggal Revisi 14 
Agustus 2026 

3. Prosedur Operasional Standar Pemantauan Orangutan No. Dok : NR/Lingkungan-13/A-0 
Tanggal terbit 1 Juni 2017 Revisi 1 Tanggal Revisi 15 Agustus 2026 

Kegiatan pengelolaan mencakup identifikasi dan monitoring flora-fauna dilindungi, pembinaan 
habitat melalui alokasi kawasan lindung dan pemasangan batas kawasan lindung, serta 
perlindungan habitat dan populasi melalui patroli, penyuluhan, pemasangan papan peringatan. 
Rencana kegiatan lanjutan juga dilaksanakan melalui monitoring populasi, budidaya jenis flora 
dilindungi di persemaian, serta penanaman jenis dilindungi dan jenis pakan satwa. Prosedur 
pengelolaan flora dan fauna dilindungi telah mengadopsi ketentuan terkait. 

Pada areal PT Narkata Rimba terdapat satwa dilindungi berupa jenis Orangutan sehingga 
sesuai dengan Surat Edaran No. Se.7/PHL/PUPH/ HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 
tentang Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja, PBPH PT Narkata 
Rimba memiliki kewajiban melakukan perlindungan satwa kunci serta satwa liar yang dilindungi 
lainnya melalui: monitoring pergerakan satwa Orangutan, penerapan konsep berbagi ruang 
(living harmony), edukasi konservasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait 
pelestarian Orangutan, dan kegiatan lainnya. Pada Prosedur Operasional Standar Pemantauan 
Orangutan (No. Dok : NR/Lingkungan-13/A-0 Tanggal terbit 1 Juni 2017 Revisi 1 Tanggal Revisi 
15 Agustus 2026) hanya menjelaskan teknis pemantauan Orangutan. Prosedur yang memuat 
kegiatan pengelolaan Orangutan atau satwa endemik lainnya belum tersedia. 

b. Verifier 3.5.2 : Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi di areal PBPH PT Narkata Rimba 
dibandingkan dengan prosedur, diantaranya : 

1. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi flora fauna dilindungi (namun data tidak 
lengkap, yakni pada tahun 2021 dan 2022 belum terdapat pemantauan flora dan fauna 
dilindungi di kawasan lindung) 

2. Melaksanakan upaya perlindungan hutan melalui penyediaan SDM dan sarpras karhutla, 
patroli, monitoring konflik lahan, dan pelaporan dalkarhutla secara rutin 

3. Pemasangan plang larangan berburu dan jenis-jenis flora fauna dilindungi pada beberapa 
lokasi 

4. Pembinaan habitat melalui penataan batas kawasan lindung (realisasi 64,07%) 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 35 dari 68 
 

5. Membentuk tim perlindungan flora dan fauna dilindungi yang masuk pada divisi 
Conservation, Restoration, and Protection dan penyediaan sarana prasarana pendukung 

PT Narkata Rimba belum mengadakan upaya peningkatan kompetensi bagi personil tim 
konservasi flora - fauna dan kegiatan khusus pengelolaan jenis satwa kunci di areal PBPH 
(pembentukan dan pelatihan Satgas Orangutan, pelatihan penanganan konflik Orangutan-
Manusia, dan lainnya). 

c. Verifier 3.5.3 : Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan 
habitatnya di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba telah mengalokasikan areal PBPH nya untuk perlindungan habitat 
flora dan fauna yang dilindungi, yakni areal KPPN untuk perlindungan plasma nutfah, KPSL 
untuk pelestarian satwa dilindungi, dan sempadan sungai sebagai habitat flora dan fauna 
dilindungi untuk mencari minum dan makan serta tempat berkubang satwa.  

b) Hasil konsultasi publik di wilayah PT Narkata Rimba dengan Desa Diaq Lay, Nehas Liah 
Bing, dan Desa Dea Beq, diketahui masih terdapat kegiatan perburuan di wilayah PT 
Narkata Rimba. Jenis yang diburu oleh masyarakat untuk konsumsi umumnya Babi, 
Kijang/Payau, dan Pelanduk/Kancil. Sementara itu, jenis burung yang diburu (umumnya 
oleh orang luar desa binaan) berupa Cucak Hijau dan Murai. Perburuan menggunakan 
jaring, lem, dan jerat. Berdasarkan kondisi diatas, disimpulkan bahwa terdapat alokasi areal 
di dalam PBPH antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna namun masih 
terdapat gangguan.  

Nilai Kinerja 
Indikator 3.5 

 (10 / 15) x 100% = 66,67 % (SEDANG) 

 

D. Aspek SOSIAL 
 

1. Indikator 
4.1 

: Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi 
dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh 
masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk 
penandaan batas secara partisipatif. 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba telah membuat dan menetapkan prosedur untuk 
pelaksanaan kegiatan : 

1. Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat; dan 

2. Deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif 

b) Sesuai dokumen SOP Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat 
Lokal (NR/U&P 10/A-0), SOP Studi Dampak (SOP/NR/SCD/004) tanggal 1 
April 2026 dan SOP Pemetaan Partisipatif ( SOP/NR/SCD/005) tanggal 1 
April 2026. 

SOP tersebut diatas, telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak- 
hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 36 dari 68 
 

deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif, seluruhnya 
telah mengacu kepada peraturan yang terbaru. 

b. Verifier 4.1.2 : Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak 
dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba telah menetapkan rencana kerja kegiatan 
identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukumadat dan/atau 
masyarakat setempat, tertuang dalam : 
1. Peta Sebaran Lokasi Desa Binaan Unit Management PT Narkata Rimba 

skala 1:100.000. Pada Peta ini dijelaskan areal desa yang terdapat di 
PT Narkata Rimba dimana terdapat 5 Desa Binaan yaitu Desa Bea 
Nehas, Desa Nehas Liah Bing, Desa Diaq Lay, Desa Dea Beq dan Desa 
Muara Wahau.  

2. Peta Perambahan blok wahau tahun 2026, teridentifikasi adanya 
aktivitas perambahan kawasan hutan oleh masyarakat yang 
dimanfaatkan untuk kegiatan perladangan dan penanaman kelapa sawit 
dengan total luasan mencapai 655,77 Ha. Aktivitas perambahan 
tersebut dilakukan oleh 95 orang yang tersebar di dalam areal PT NR. 

3. Dokumen RKTPH Tahun 2021-2026 
4. Tersedia dokumen Mitigasi dan Rencana Kerja Kelola Sosial tahun 

2024 dan tahun 2025. 
5. Tersedia dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial PT Narkata 

Rimba Tahun 2024 
6. Laporan Pemanfaatan dan pemantauan HHBK 2021 – 2026  

b) Berdasarkan hasil konsultasi publik dan wawancara dengan wakil 
masyarakat, serta hasil observasi lapangan, diketahui bahwa pola 
penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat di sekitar areal PT NR 
berupa pembukaan ladang dan tanaman sawit, dan masyarakat masih 
memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di dalam areal PT NR, antara 
lain berupa perburuan hewan, pengambilan rotan, gaharu dan lain-lain.  

c) Hasil observasi lapangan aktivitas masyarakat di areal PT Narkata Rimba 
sebagai berikut : 
- Kebun sawit masyarakat dengan koordinat 1⁰ 20’ 50.602” N, 116⁰ 46’ 

15.756” E  
- Kebun sawit (ada pondoknya) dengan koordinat 1⁰ 20’ 55.895” N, 116⁰ 

46’ 18.874” E  
- Kebun sawit masyarakat dengan koordinat 1⁰ 21’ 3.340” N, 116⁰ 46’ 

21.720” E  
- Kebun sawit (ada rumah) dengan koordinat  1⁰ 22’ 10.411” N, 116⁰ 44’ 

32.415” E  
d) Kegiatan idenfikasi telah dilaksanakan pada tahun 2021 -2026 

Hasil kegiatan seluruhnya sesuai dengan pedoman teknis/ ketentuan yang 
berlaku, terdapat dokumen terkait pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu 
(HHNK) dan identifikasi perambahan lahan diarealnya PT NR. 
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PT Narkata Rimba memiliki sebagian rekaman yang berisi data dan informasi 
hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, seluruhnya sesuai dengan prosedur 
yang mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku. 

c. Verifier 4.1.3 : Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal 
PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat sesuai prosedur 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Narkata Rimba telah melakukan deliniasi batas areal kerja tercantum 
dalam : 
1) Berita Acara Kesepakatan 4 (empat) desa sekitar areal (Muara Wahau, Dea 

Beq, Bea Nehas dan Diaq Lay) tanggal 5 Juli 2000, hasil kesepakatan 
menyebutkan bahwa batas desa berdasarkan batas alam (hulu anak 
sungai), sebagai dasar pembayaran Fee Kompensasi. Kesepakatan batas 
wilayah desa tersebut hanya di atas peta, akan tetapi batas definitif di 
lapangan belum dilakukan penataan batas secara partisipatif. 

2) Tata Batas PT Narkata Rimba di lapangan belum temu gelang dimana tata 
batas yang telah direalisasikan sepanjang 34.278 M dari 145.467 M 
(23,56%) sesuai dengan dokumen administrasi contoh TBT No 1530 Tahun 
2011. Sisa tata batas yang dilakukan sepanjang 111.189 M. Sehingga luas 
dan batas PT Narkata Rimba dengan wilayah desa/masyarakat belum jelas. 

3) Peta Perambahan blok wahau tahun 2026, teridentifikasi adanya aktivitas 
perambahan kawasan hutan oleh masyarakat yang dimanfaatkan untuk 
kegiatan perladangan dan penanaman kelapa sawit dengan total luasan 
mencapai 655,77 Ha. Aktivitas perambahan tersebut dilakukan oleh 95 
orang yang tersebar di dalam areal PT NR. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan PT Narkata Rimba telah melakukan 
deliniasi terhadap wilayah masing-masing desa di dalam arealnya dalam Peta 
Sebaran Desa, akan tetapi batas masih terdapat klaim lahan berupa sawit, 
karet dan lainnya.  
PT Narkata Rimba telah melakukan deliniasi terhadap wilayah masing-masing 
desa di dalam arealnya pada Peta Sebaran Desa, akan tetapi batas 
dilapangan baru mencapai < 80% yang telah dilakukan penataan batasnya 
secara partisipatif, PT Narkata Rimba telah melakukan penandaan sesuai 
dengan prosedur. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.1 

: (10/12) x 100 % = 83,33 % (BAIK) 

2. Indikator 
4.2 

: Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik 
yang sistematis dan terukur 

a. Verifier 4.2.1 : Tersedia laporan pemetaan potensi konflik 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba telah menyusun laporan pemetaan dan potensi 
konflik di areal PBPH setiap enam bulan sekali dan telah disampaikan ke 
Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHL XIII Samarinda, namun belum 
disampaikan secara periodik atau setiap 6 (enam) bulan sekali.  

b) Selama periode audit bulan 2021 .s.d. Juli 2026, terdapat Laporan Hasil 
Pemetaan Konflik berupa : 
1. Laporan pemetaan potensi konflik semester 1 & 2 tahun 2021 PT 

Narkata Rimba, telah disampaikan ke Instansi terkait, tersedia bukti 
tanda terima tanggal 4 April 2023 

2. Laporan Pemetaan Potensi Konflik semester 1 Tahun 2022 PT 
Narkata Rimba, telah disampaikan ke Instansi terkait, tersedia bukti 
tanda terima tanggal 21 November 2022 

3. Laporan Pemetaan Potensi konflik semester 2 tahun 2022 PT Narkata 
Rimba, telah disampaikan ke Instansi terkait, tersedia bukti tanda 
terima tanggal 4 April 2024 

4. Laporan Pemetaan Potensi Konflik semester 1 Tahun 2023, PT 
Narkata Rimba, telah disampaikan ke Instansi terkait, tersedia bukti 
tanda terima tanggal 25 Oktober 2024 

5. Laporan Pemetaan Potensi Konflik semester 2 Tahun 2023, PT 
Narkata Rimba, telah disampaikan ke Instansi terkait, tersedia bukti 
tanda terima tanggal 25 Oktober 2024 

6. Laporan Pemetaan Potensi Konflik semester 1 Tahun 2024, PT 
Narkata Rimba, telah disampaikan ke Instansi terkait, tersedia bukti 
tanda terima tanggal 25 Oktober 2024 

7. Laporan Pemetaan Potensi Konflik semester 2 Tahun 2024, PT 
Narkata Rimba, telah disampaikan ke Instansi terkait, tersedia bukti 
tanda terima tanggal 10 April 2025 

8. Laporan Pemetaan Potensi Konflik semester 1 Tahun 2025, PT 
Narkata Rimba, telah disampaikan ke Instansi terkait, tersedia bukti 
tanda terima tanggal 25 Juli 2025 

9. Laporan Pemetaan Potensi Konflik semester 2 Tahun 2025, PT 
Narkata Rimba, telah disampaikan ke Instansi terkait, tersedia bukti 
tanda terima tanggal 3 Februari 2026 

10. Laporan Pemetaan Potensi Konflik semester 1 Tahun 2026, PT 
Narkata Rimba, belum disampaikan ke Instansi terkait,  

c) Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud 
point b), diketahui laporan dibuat : Sebagian telah mengacu sesuai 
PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021 Lampiran V. 

d) Selama periode audit Sertifikasi Awal PT Narkata Rimba telah menyusun 
Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tahun 2021-2026 telah 
disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHL XIII 
Samarinda, namun tidak sesuai dengan tata waktunya. 

b. Verifier 4.2.2 : Tersedia mekanisme resolusi konflik 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba telah memiliki dokumen prosedur terkait 
mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan 
masyarakat di areal PBPH tertuang dalam : 
1. SOP Pemetaan dan Resolusi Konflik (SOP/NR/SCD/007) tanggal 1 

April 2026 
2. SOP Penanganan Keluhan (SOP/NR/SCD/006) tanggal 1 april 2026 

b) Berdasarkan hasil telaahan, dokumen prosedur resolusi konflik sesuai 
dimaksud butir a) : 
- Prosedur yang tersedia, telah sesuai dengan peraturan yang terbaru 

dan telah mengacu pada PermenLHK Nomor : P.8 Tahun 2021 
(Lampiran V). 

- Sudah disosialisasikan kepada desa binaan 
PT Narkata Rimba memiliki Prosedur Penyelesaian Konlfik dengan 
Masyarakat, seluruhnya mengakomodir peraturan yang berlaku (P.8 Tahun 
2021 Lampiran V). SOP tersebut sudah disosialisasikan dan disepakati oleh 
para pihak. 

c. Verifier 4.2.3 : Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba memiliki struktur organisasi/lembaga yang 
bertugas khusus menangani konflik sesusi dengan SK Nomor : 
SK/NR/02/IV/2026 tanggal 1 April 2026 tentang Struktur Organisasi 
penanganan Konflik terdiri dari unsur :  
- Karyawan PT Narkata Rimba 
- Kepala desa sekitar areal 
- Lembaga desa sekitar 

b) Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) : 
- Telah melibatkan para pihak terkait; dan 
- Telah dijelaskan Job desc dari masing-masing pihak 

c) PT Narkata Rimba memiliki struktur organisasi tersebut Penanggung 
Jawab dalam menangani Konflik di Site adalah Camp Manager dibantu 
Section Head of Social and Community Development. Section Head of 
Planning and Mapping & Regional Office Support Team, dengan 
mengikutsertakan pihak Eksternal/Stakeholders dalam hal ini Camat, 
Kepala desa, Kepala Adat dan Toko Masyarakat, sudah dilengkapi dengan 
job Description. 

d) Sedangkan dalam hal pendanaan, PT Narkata Rimba telah mengalokasi 
biaya/pendanaan secara khusus dalam penanganan konflik tahun 2021-
2026. 

PT Narkata Rimba memiliki struktur organisasi/lembaga penanganan konflik 
yang melibatkan para pihak, dan dilengkapi job describtion serta PT Narkata 
Rimba sudah menyiapkan anggaran secara khusus untuk penyelesaian konflik 
setiap tahun sesuai dengan tahapan penyelesaian konflik. 

d. Verifier 4.2.4 : Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 
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Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba sudah menetapkan rencana resolusi konflik di 
areal PBPH nya, sesuai Identifikasi dan Pemetaan Serta Resolusi Konflik 
Tahun 2021-2026. 

b) Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a), belum memuat : 
- Alokasi sumber daya (SDM dan biaya); 
- Mekanisme kerja; 
- Monitoring dan evaluasi 
- dan dimasukan dalam RKUPH/RPKH 

PT Narkata Rimba sudah menyusun rencana resolusi konflik pada tahun 2021-
2026, sudah memuat sebagian sasaran yang ada dan belum dimasukan dalam 
RKUPH/RPKH. 

e. Verifier 4.2.5 : Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi. 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: a) Pada periode Serifikasi Awal (Tahun 2026), PT Narkata Rimba dalam 
penanganan konflik di arealnya berupa :  
 Tersedia dokumen permohonan pelepasan jalan dari Kantor Desa Muara 

Wahau tanggal 20 Juni 2024. Surat ini telah direspon oleh perusahaan 
tanggal 24 Juni 2024 dimana perusahaan tidak dapat melakukan 
pelepasan jalan yang diinginkan.  

 Tahun 2025 telah menyusun kronologis hasil pertemuan dengan Kades 
Slahbing terkait patrol, koordinasi penyelesaian konflik tenurial dan arah 
program CSR pada tanggal 8 Juli 2025. 

 Tahun 2025 telah menyusun kronologis hasil pertemuan dengan Kades 
Slahbing terkait patrol, koordinasi penyelesaian konflik tenurial dan arah 
program CSR pada tanggal 11 Juli 2025. Pemdes mendukung rencana 
penyelesaian konflik 

 Tahun 2025 telah menyusun kronologis hasil pertemuan dengan 
penggarap lahan, pemdes desa slabing dan tim pengukuran terkait 
belum sepakat untuk menerima program kemitraan aren genjah dan 
pengukuran lahan Garapan pada tanggal 12 Agustus 2025. 

 Tahun 2025 telah menyusun kronologis hasil pertemuan dengan 
Pemdes Slahbing dan tim pengukuran terkait potensi lahan untuk yang 
bisa dimitrakan sekitar 6 Ha pada tanggal 18 Agustus 2025. 

b) Terkait permasalahan tersebut PT Narkata Rimba telah melakukan 
penanganan konflik dengan melakukan pertemuan untuk membahas perihal 
tersebut dengan stakeholder terkait seperti aparat di Desa Nehas Liah Bing, 
sampai saat pelaksanaan audit Sertifikasi Awal  hal tersebut masih terus 
berproses. 

c) Hasil wawancara dengan bagian Kelola Sosial dan wakil masyarakat, pada 
periode Sertifikasi Awal di areal PT Narkata Rimba terdapat konflik tenurial 
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berupa perladangan dan perkebunan tanaman sawit, namun PT NR belum 
melaporkan secara periodik kepada Instansi terkait. 

f. Verifier 4.2.6 : Legalitas kemitraan konsesi hutan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PT Narkata Rimba telah melakukan perjanjian kerja sama dengan 
Kelompok Tani Hutan (KTH) “Lateaq Dea” sebagaimana tercantum dalam 
Perjanjian Kerja Sama Nomor : 02/Mou-ADM/NR/XII/2025. KTH Lateaq 
Dea telah memperoleh Surat Keputusan Penetapan KTH dari Pemerintah 
Nomor : 04 tahun 2026 tentang Penunjukan/ pengangkatan pengurus 
kelompok tani hutan “Lateaq Dea” Periode 2026-2031. 

b) Berdasarkan hasil verifikasi, pelaksanaan kerja sama tersebut saat ini 
masih dalam tahap persiapan/uji coba dan belum dapat dilaksanakan 
secara penuh karena masih menunggu pengesahan RKUPH skema 
Multiusaha Kehutanan (MUK). 

c) Hasil wawancara dengan Ketua KTH “Lateaq Dea”, Bapak Agus antonius, 
membenarkan adanya kerja sama antara PT Narkata Rimba dengan KTH 
Lateaq Dea yang berlokasi di Desa Nehas Liah Bing Kec. Muara wahau, 
dengan luasan kerja sama sebesar ±30 Ha. Luasan tersebut masih 
merupakan luasan uji coba sambil menunggu pengesahan RKUPH skema 
MUK. Jenis usaha yang direncanakan dalam kerja sama tersebut adalah 
pengembangan agroforestry, dengan jumlah anggota KTH sebanyak 29 
orang. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.2 

: (19/27) x 100 % = 70,37% (SEDANG) 

3. Indikator 
4.3 

: Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil 
antar para pihak 

a. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan 
SDH oleh pemegang PBPH. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba melakukan kegiatan pendataan masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PBPH PT Narkata Rimba 
tertuang : 

- Peta Sebaran Lokasi Desa Binaan Unit Management PT Narkata 
Rimba skala 1:100.000. Pada Peta ini dijelaskan areal desa yang 
terdapat di PT Narkata Rimba dimana terdapat 5 Desa Binaan yaitu 
Desa Bea Nehas, Desa Nehas Liah Bing, Desa Diaq Lay, Desa Dea 
Beq dan Desa Muara Wahau.  

- Peta Perambahan blok wahau tahun 2026, teridentifikasi adanya 
aktivitas perambahan kawasan hutan oleh masyarakat yang 
dimanfaatkan untuk kegiatan perladangan dan penanaman kelapa 
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sawit dengan total luasan mencapai 655,77 Ha. Aktivitas perambahan 
tersebut dilakukan oleh 95 orang yang tersebar di dalam areal PT NR. 

- Dokumen RKTPH Tahun 2021-2026 

- Tersedia dokumen Mitigasi dan Rencana Kerja Kelola Sosial tahun 
2024 dan tahun 2025. 

- Tersedia dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial PT Narkata 
Rimba Tahun 2024 

- Laporan Pemanfaatan dan pemantauan HHBK 2021 – 2026 

- Data penerima bantuan PT Narkata Rimba, dilengkapi dengan berita 
acara serah terima bantuan sesuai kegiatannya. 

- Daftar tenaga kerja PT Narkata Rimba tahun 2021 – 2026, tersedia 
lengkap 

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud 
butir a) : 

- Beberapa dokumen telah diperbaharui dalam lima tahun terakhir. 

- Belum lengkap terkait dokumen data pemanfaatan lahan oleh 
masyarakat yang di  arealnya. 

c) PT Narkata Rimba memiliki dokumen atau data dan informasi masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH belum 
seluruhnya lengkap namun telah diperbaharui dalam lima tahun terakhir. 

b. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba telah menetapkan kebijakan atau prosedur terkait 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat, sesuai dokumen :  
- SOP Studi Dampak Sosial (NR/SOSIAL-5/A-0) tanggal 1 April 2026 
- SOP Kelola Sosial (NR/SOSIAL-1/A-0) tanggal 1 April 2026 
- SOP Perlibatan Masyarakat dan Pembagian Manfaat (NR/Sosial-3/A-0) 

tanggal 1 April 2026 
- SOP Mekanisme Penanganan Keluhan (NR/SOSIAL -7/A-0) tanggal 1 

April 2026 
b) Implementasi dari mekanisme yang ada meliputi : 

- Surat Perjanjian Kerja sama Pengadaan dan Pembelian Sayur Mayur 
antara PT Narkata Rimba dengan Supplier Ada Ono nomor 002/SPK-
CM/I/2024 tanggal 3 Januari 2024. Pada dokumen ini dijelaskan tugas 
dan tanggung jawab kedua belah pihak 

- Surat Perjanjian Kerja sama Penyedia Makanan antara PT Narkata 
Rimba dengan Supplier Pondok Prasmanan Selero Basamo nomor 
001/SPK-CM/I/2024 tanggal 2 Januari 2024. Pada dokumen ini 
dijelaskan tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak 
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c) PT Narkata Rimba memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab 
perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya 
program prioritas dan telah mengacu pada acuan perundangan yang 
terbaru dan sudah dapat pengesahan dari yang berwenang. 

c. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Narkata Rimba telah menetapkan kebijakan atau prosedur terkait 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat, sesuai dokumen  : 
1) Peta Sebaran Lokasi Desa Binaan Unit Management PT Narkata Rimba 

skala 1:100.000. Pada Peta ini dijelaskan areal desa yang terdapat di PT 
Narkata Rimba dimana terdapat 5 Desa Binaan yaitu Desa Bea Nehas, 
Desa Nehas Liah Bing, Desa Diaq Lay, Desa Dea Beq dan Desa Muara 
Wahau.  

2) Dokumen RKTPH Tahun 2021-2026 
3) Tersedia dokumen Mitigasi dan Rencana Kerja Kelola Sosial tahun 

2024 dan tahun 2025. 
4) Tersedia dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial PT Narkata 

Rimba Tahun 2024 
5) Laporan Pemanfaatan dan pemantauan HHBK 2021 – 2026 
6) RKTPH PT Narkata Rimba Tahun 2021-2026 
7) Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT Narkata Rimba Tahun 

2021 -2026.  
b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), 

dinilai sudah mencakup seluruh masyarakat setempat 
PT Narkata Rimba memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai 
kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat, serta mengakomodir aspirasi masyarakat, 
namun antara RKTPH dan RKUPH tidak sinkron. 
 

d. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan 
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: PT Narkata Rimba telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktifitas 
ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam : 
1. Implementasi Peningkatan ekonomi produktif PT Narkata Rimba dalam 

Laporan CSR Tahun 2021 – 2022, rata-rata sebesar 48,71 % 
2. Implementasi Peningkatan ekonomi produktif PT Narkata Rimba dalam 

laporan CSR Tahun 2023-2024, atau sebesar 49,27 % 
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3. Implementasi Peningkatan ekonomi produktif PT Narkata Rimba Tahun 
2025 - 2026 sebesar : 
1) Penyerapan tenaga kerja lokal PT Narkata Rimba:  

a) Tahun 2025 sebesar 46,67 % (14 orang dari 30 karyawan) 
b) Tahun 2026 sebesar 57,14 % (16 dari 28 karyawan) 
Rata – rata sebesar 51,91 % 

2) Rata - rata implementasi Peningkatan ekonomi PT Narkata Rimba 
tahun 2025 – 2026 sebesar :  (48,89 + 52,38) % : 2 = 54,76 % 

4. Peningkatan aktifitas ekonomi dalam Laporan Kelola Sosial Tahun 2024 – 
2026 (kerjasama pembelian sayuran). 

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT 
Narkata Rimba sebesar :  (48,71 + 49,27 + 54,76 ) % : 3 = 50,91 % (< 50 %) 
Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif PT Narkata 
Rimba terhadap masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 
melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan 
lainnya, mencapai 50,91 % (> 50%) dari rencana, tersedia rekamannya dan 
dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.3 

 (13/15) x 100 %  = 86,67 % (BAIK) 

4. Indikator 
4.4 

: Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku 

a. Verifier 4.4.1 : Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan 
lingkungan Pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi kebutuhan 
masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan meliputi : 
1. Kesepakatan Fee kayu dengan masyarakat 
2. Mou/Implementasi budidaya hortikultura 
3. Pembentukan KTH Aren genjah 
4. Pemanfaatan tenaga kerja lokal 
5. Bantuan hari besar agama, acara adat dan budaya 
6. Bantuan lainnya sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani. 
7. Bantuan lainnya sesuai usulan/proposal dari masyarakat. 
PBPH PT Narkata Rimba telah melakukan sosialisasi kegiatan kelola 
sosial/PMDH tahun 2021 - 2026 kepada masyarakat desa binaan, dalam 
menyusun program kerja telah melibatkan masyarakat desa terdampak dan / 
atau pihak terkait lainnya.  
PT Narkata Rimba memiliki dokumen/ laporan hasil identifikasi kebutuhan 
masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang 
prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait 
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lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/ koordinasi, telah disepakati 
program prioritas. 

b. Verifier 4.4.2 : Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan 
pemegang PBPH sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan 
lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas 
dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil 
identifikasi tertuang dalam dokumen : 
1) Tersedia dokumen Mitigasi dan Rencana Kerja Kelola Sosial tahun 2024 

dan tahun 2025. 
2) Tersedia dokumen Laporan Penilaian Dampak Sosial PT Narkata Rimba 

Tahun 2024 
3) Dokumen RKTUPH Tahun 2021 - 2026 
4) Rencana Operasional (RO) Tahun 2021- 2026 
5) Surat Perjanjian Kerja sama Pengadaan dan Pembelian Sayur Mayur 

antara PT Narkata Rimba dengan Supplier Ada Ono nomor 002/SPK-
CM/I/2024 tanggal 3 Januari 2024. Pada dokumen ini dijelaskan tugas dan 
tanggung jawab kedua belah pihak 

6) Surat Perjanjian Kerja sama Penyedia Makanan antara PT Narkata Rimba 
dengan Supplier Pondok Prasmanan Selero Basamo nomor 001/SPK-
CM/I/2024 tanggal 2 Januari 2024. Pada dokumen ini dijelaskan tugas dan 
tanggung jawab kedua belah pihak. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, terdapat perbedaan antara 
rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terdapat dalam 
dokumen RKUPH dan RKTPH. Dalam RKUPH terdapat rencana bantuan BBM 
dan Fee Produksi, namun dalam RKT/ RO tidak terdapat rencana tersebut.  
Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar 
diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait 
identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial dari PT Narkata 
Rimba kepada masyarakat.  
PT Narkata Rimba memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan 
lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas, 
dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil 
identifikasi 

c. Verifier 4.4.3 : Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan 
oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung jawab 
perusahaan kepada sosial dan lingkungan antar lain : 
1) SOP Studi Dampak Sosial (NR/SOSIAL-5/A-0) tanggal 1 April 2026 
2) SOP Kelola Sosial (NR/SOSIAL-1/A-0) tanggal 1 April 2026 
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3) SOP Perlibatan Masyarakat dan Pembagian Manfaat (NR/Sosial-3/A-0) 
tanggal 1 April 2026 

4) SOP Mekanisme Penanganan Keluhan (NR/SOSIAL -7/A-0) tanggal 1 April 
2026 

Seluruh SOP telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup tujuan, 
ruang lingkup, referensi, penanggung jawab, definisi, prosedur kerja, dokumen 
pendukung yang diperlukan dan telah mengacu pada ketentuan dan 
perundangan yang berlaku. 
PT Narkata Rimba memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab 
perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya 
program prioritas, namun belum mendapat pengesahan dari yang berwenang. 

d. Verifier 4.4.4 : Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan 
oleh pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat 
sekitar dengan bukti : 
1) Laporan Sosialisasi Rencana Penebangan di RKT 2021 Tanggal 17 

Februari 2021, mencakup sosialisasi visi dan misi, satwa dan tanaman 
yang dilindungi, masyarakat peduli api (MPA), K3, Larangan berburu, 
kesadaran buang sampah. Sosialisasi dihadiri 9 orang dari Desa Beanhes, 
Desa Dabeq, Desa Diaq Lay, dan Desa Muara Wahau dan terdapat 
lampiran foto kegiatan. 

2) Sosialisasi Rencana Penebangan di RKT 2022 di Km 53 tanggal 23 
Februari 2022, dengan materi sosialisasi visi misi, satwa dan tumbuhan 
dilindungi, MPA, larangan berburu, tidak boleh buang sampah 
sembarangan dan pengayaan/rehabilitasi (peserta 22 orang). 

3) Sosialisasi Rencana Penebangan di RKT 2023 di Km 53 tanggal 17 
Januari 2023, dengan materi sosialisasi visi misi, satwa dan tumbuhan 
dilindungi, MPA, larangan berburu, tidak boleh buang sampah 
sembarangan dan pengayaan/rehabilitasi (peserta 20 orang). Desa Muara 
Wahau, Diaq Lay, Nehas Liah Bing, Ben Heas, Dea Beq. 

4) Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Visi Misi, PBPH dan Pemetaan 
Sosialisasi Kawasan, Larangan Perambahan, Mekanisme Penanganan 
Konflik, Pelibatan Masyarakat dan Bentuk Peningkatan Peran Masyarakat, 
serta Pemetaan Partisipatif PT Narkata Rimba di Desa Nehas Liah Bing 
Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024 dihadiri 46 orang. 

5) Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Visi Misi, PBPH dan Pemetaan 
Sosialisasi Kawasan, Larangan Perambahan, Mekanisme Penanganan 
Konflik, Pelibatan Masyarakat dan Bentuk Peningkatan Peran Masyarakat, 
serta Pemetaan Partisipatif PT Narkata Rimba di Desa Bea Nehas Tahun 
2024 tanggal 30 September 2024. Daftar hadir 15 orang.  

6) Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Visi Misi, PBPH dan Pemetaan 
Sosialisasi Kawasan, Larangan Perambahan, Mekanisme Penanganan 
Konflik, Pelibatan Masyarakat dan Bentuk Peningkatan Peran Masyarakat, 
serta Pemetaan Partisipatif PT Narkata Rimba di Desa Dea Beq Tahun 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 47 dari 68 
 

2024 tanggal 3 Oktober 2024. Sosialisasi juga dilakukan door to door ke 
masyarakat sebanyak 25 orang. 

7) Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Visi Misi, PBPH dan Pemetaan 
Sosialisasi Kawasan, Larangan Perambahan, Mekanisme Penanganan 
Konflik, Pelibatan Masyarakat dan Bentuk Peningkatan Peran Masyarakat, 
serta Pemetaan Partisipatif PT Narkata Rimba di Desa Diaq Lay Tahun 
2024 tanggal 4 Oktober 2024. Sosialisasi juga dilakukan door to door ke 
masyarakat sebanyak 26 orang. 

8) Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Visi Misi, PBPH dan Pemetaan 
Sosialisasi Kawasan, Larangan Perambahan, Mekanisme Penanganan 
Konflik, Pelibatan Masyarakat dan Bentuk Peningkatan Peran Masyarakat, 
serta Pemetaan Partisipatif PT Narkata Rimba di Desa Muara Wahau 
Tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2024. Sosialisasi juga dilakukan door to 
door ke masyarakat sebanyak 26 orang. Sosialisasi juga dilakukan door to 
door ke masyarakat sebanyak 26 orang 

9) BA Kegiatan Sosialisasi Program Rimba Collective PT Narkata Rimba 
Minutes Of Meeting Socialization Activities For The Rimba Collective 
Program Of Narkata Rimba No. 016/BA-ADM/NR/XII/2025 Tanggal 5 
Desember 2025 dengan Desa Muara Wahau (ttd dan stempel PJ Kades 
Muara Wahau An. Pardini, SE). Daftar hadir 18 orang.  

10) Output dari sosialisasi : Surat Persetujuan Kerjasama Pemerintah Desa 
Dabeq Mengenai Keterlibatan Dengan PT Narkata Rimba Dalam Program 
Rimba Collective No. 011/MoU-ADM/NR/XI/2025 Tanggal 27 November 
2025, ttd dan stempel Kades Dabeq An. Yohanes Luy. Daftar Hadir 24 
orang. Dilampiri Surat Persetujuan Mengenai Desain Proyek Awal Tanggal 
6 Desember 2025, ttd dan stempel MoU oleh Ketua BPD, Kades, dan 
Kepala Adat Dabeq. 

11) Output dari sosialisasi : Surat Persetujuan Kerjasama Pemerintah Desa 
Diaq Lay Mengenai Keterlibatan Dengan PT Narkata Rimba Dalam 
Program Rimba Collective No. 015/MoU-ADM/NR/XII/2025 Tanggal 3 
Desember 2025, ttd dan stempel Kades An. Yunta Herlambang. Dihadiri 
19 orang. Dilampiri Surat Persetujuan Mengenai Desain Proyek Awal 
Tanggal 10 Desember 2025, ttd dan stempel MoU oleh Ketua BPD dan 
Kades Diaq Lay. 

12) Output dari sosialisasi : Surat Persetujuan Kerjasama Pemerintah Desa 
Benhes Mengenai Keterlibatan Dengan PT Narkata Rimba Dalam Program 
Rimba Collective No. 013/MoU-ADM/NR/XII/2025 Tanggal 1 Desember 
2025, ttd dan stempel Kades An. Yohanes Ngew Ding. Daftar Hadir 21 
orang. 

13) BA Kegiatan Sosialisasi Patroli Bersama di Bulan Ramadhan 2026 dengan 
Desa Diaq Lay tanggal 16 Maret 2026. Ttd dan stempel Kades Diaq Lay 
(Yunta Herlambang), dilampiri foto kegiatan. Tidak ada daftar hadir. 

14) BA Kegiatan Sosialisasi Patroli Bersama di Bulan Ramadhan 2026 dengan 
Desa Dabeq tanggal 15 Maret 2026. Ttd dan stempel Kades Dabeq 
(Yohanes Ley), dilampiri foto kegiatan. Tidak ada daftar hadir. 

15) BA Kegiatan Sosialisasi Patroli Bersama di Bulan Ramadhan 2026 dengan 
Desa Benhes tanggal 16 Maret 2026. Ttd dan stempel Kades Benhes 
(Yohanes Ngew Ding), dilampiri foto kegiatan. Tidak ada daftar hadir. 
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16) BA Kegiatan Sosialisasi Patroli Bersama di Bulan Ramadhan 2026 dengan 
Desa Muara Wahau tanggal 13 Maret 2026. Ttd dan stempel Kades Muara 
Wahau (Sopiansyah Ghazali, S.P), dilampiri foto kegiatan. Tidak ada daftar 
hadir. 

17) BA Kegiatan Sosialisasi Patroli Bersama di Bulan Ramadhan 2026 dengan 
Desa Nehas Liah Bing tanggal 16 Maret 2026. Ttd dan stempel Kades 
Benhes (Yosepa Ping, S.E), dilampiri foto kegiatan. Tidak ada daftar hadir. 

Hasil Konsultasi publik dan wawancara langsung dengan wakil masyarakat 
sekitar diperoleh informasi bahwa PT Narkata Rimba telah melakukan 
sosialisasi kepada sebagian masyarakat sekitar operasional tahun berjalan, 
namun belum disampaikan secara rinci terkait program kerja kegiatan sosial 
yang akan dilakukan di desa binaan. 
PT Narkata Rimba telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait 
program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun hanya 
sebagian bukti proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasi. 

e. Verifier 4.4.5 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang 
PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: PT Narkata Rimba memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial tahun 
2021 - 2026 sebagai berikut : 
1) Laporan Rencana dan realisasi Kelola Sosial/CD PT Narkata Rimba Tahun 

2021 – 2026. 
2) BA Serah Terima kegiatan kelola sosial/CD PT Narkata Rimba Tahun 2021 

– 2026. 
Rekapitulasi kegiatan kelola sosial PT Narkata Rimba tahun 2021 - 2026 
sebagai berikut : 

 Realisasi tahun 2021 mencapai 18,62 % 

 Realisasi tahun 2022 mencapai 4,74 % 

 Realisasi tahun 2023 mencapai 131,61 %  

 Realisasi tahun 2024 mencapai 3,55 %  

 Realisasi tahun 2025 mencapai 27,01 %  

 Realisasi tahun 2026 sampai bulan juni mencapai 48,76 % 
Rata-rata 6 tahun sebesar 39,05 % 
Hasil telaahan terhadap realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT Narkata 
Rimba tahun 2021 - 2026, rata-rata sebesar 39,05 %, kegiatan kelola sosial 
sebagian besar berupa bantuan dana dan sudah ada kegiatan terkait 
peningkatan ekonomi produktif yaitu Mou dengan PKK muara wahau. 
PT Narkata Rimba telah merealisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan 
lingkungan Tahun 2021 - 2026 yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 
39,05 %  < 60% dari rencana, serta didukung dengan dokumentasi berupa 
Berita Acara Serah Terima Bantuan, telah dilaporkan ke instansi yang 
berwenang. 
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Nilai Kinerja 
Indikator 4.4 

 (16/24) x 100% = 66,67 % (SEDANG) 

5. Indikator 
4.5 

: Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga 
Kerja 

a. Verifier 4.5.1 : Ketersediaan sarana hubungan industrial 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba memiliki sarana hubungan industrial terhadap karyawannya 
tertuang dalam: 

 Peraturan Perusahaan PT Narkata Rimba  periode tahun 2025 – 2027 yang 
telah disahkan Disnakertrans Prov. Kaltim Nomor : 
500.15.12.1/5872/B.PHI&JAMSOSTEK/22025 tanggal 23 September 2025, 
dengan masa berlaku sampai 7 September 2027. 

 Kebebasan Berserikat tertuang dalam surat kebijakan Perusahaan 
kebebasan berserikat PT Narkat Rimba tanggal 1 Januari 2024 yang 
diketahui oleh direktur. 

 Terdapat contoh SPK an. M Syahril dan M Chamim Tohari telah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku 

 PT Narkata Rimba  telah menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Hutan 
Indonesia (APHI) dengan nomor anggota 237. 

 Tersedia Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan PT Narkata Rimba 
tahun 2025, tanggal 12 September 2025. 

 Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda pada saat 
masuk kerja berumur 24 Tahun dan 8 bulan, an. Ruri Adelia Panjaitan 
(Planning & Mapping) 

 Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. 
PT Narkata Rimba memiliki peraturan perundang-undangan ketengakerjaan 
yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 
2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab IV terkait 
ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU no 40 
Tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional, UU no 24 Tahun 2011 
tentang penyelenggara jaminan sosial, UU no 18 Tahun 2017 tentang 
perlindungan pekerja migran Indonesia. 
PT Narkata Rimba memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal 
dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
yang disepakati. 

b. Verifier 4.5.2 : Implementasi kebijakan standar jenjang karier 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Narkata Rimba memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir 
yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan Periode 2025 – 2027 Bab II 
pasal 8-10 tentang Mutasi/Demosi/ Promosi dan SOP sebagai berikut : SOP 
Jenjang Karir (NR/HR/002) tanggal 25 Agustus 2025. 
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Implementasi peningkatan jenjang karir karyawan PT Narkata Rimba berupa 
promosi jabatan. 
Implementasi kebijakan jenjang karir PT Narkata Rimba Tahun 2021 – 2026 

No Tahun Promosi Keterangan 

1. 2021 1 Promosi jabatan 

2. 2022 2 Promosi Jabatan 

3. 2023 - Tidak ada promosi 

4. 2024 3 Promosi Jabatan 

5. 2025 3 Promosi Jabatan 

6. 2026 3 Promosi Jabatan 

Hasil telahaan terhadap dokumen yang tersedia, PT Narkata Rimba memiliki 
kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, 
ketrampilan, sikap kerja), dan telah diterapkan sebagian pada kenaikan jenjang 
karir (tidak dilengkapi dengan form penilaian). 
PT Narkata Rimba memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis 
kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), dan telah 
diimplementasikan sebagian serta belum dilengkapi dengan proses penilaian 
sesuai dengan mekanisme yang ada. 

c. Verifier 4.5.3 : Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba memiliki rencana dan realisasi pengembangan SDM PT 
Narkata Rimba periode tahun 2021 - 2026 sebagai berikut : 
a) Tahun 2021 realisasi 29 dari rencana 73 (39,73%) 
b) Tahun 2022 realisasi 75 dari rencana 70 (104,29%) 
c) Tahun 2023 realisasi 57 dari rencana 57 (100%) 
d) Tahun 2024 realisasi 70 dari rencana 70 (100%) 
e) Tahun 2025 realisasi 111 dari rencana 111 (100%) 
f) Tahun 2026 realisasi 39 dari rencana 132 sampai Agustus (29,55 %) 
Berdasarkan uraian tersebut PT Narkata Rimba telah merealisasikan 
pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi dan 
kebutuhan promosi, untuk tahun 2021 – 2026 rata- rata sebesar 78%. 
PBPH PT Narkata Rimba memiliki mekanisme pengembangan kompetensi 
SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karir atau kebutuhan 
promosi, dan jenis pelatihan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan baru terealisasi < 80%. 

d. Verifier 4.5.4 : Pemenuhan hak – hak kesejahtraan karyawan 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: Dokumen terkait dengan tunjangan kesejahteraan karyawan PT Narkata 
Rimba tercantum dalam : 

 Peraturan Perusahaan PT Narkata Rimba periode tahun 2025 – 2027 yang 
telah disahkan Disnakertrans Prov. Kaltara Nomor : 500.15.12.1/347/SK-
PP/DTKT tanggal 21 Juni 2025, Bab II Hak dan Kewajiban pasal 3-4, Bab 
IV tentang Waktu kerja, Cuti dan Izin pasal 12,14 dan 15 serta Bab VI 
tentang pengupahan dan fasilitas pasal 22-26. 

 SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 500.15.14.1/5096/ /2025 tanggal 
24 Desember 2025 tentang Upah Minimum kabupaten Kutai Timur Tahun 
2026 sebesar Rp. 4.257.422,-. 

 Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. LAW dan N, upah yang diterima 
sama sesuai UMK yang berlaku di Kab. Kutai Timur, dan ada tunjangan 
uang makan. 

 Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan Juli 2026 sebesar Rp. 
9.040.647,- dan contoh kartu perserta BPJS Ketenagkerjaan an. 
Sutarmono dan M Chamim Tohari. 

 Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Juli 2026 sebesar Rp. 
26.477.679,- dan contoh kartu BPJS Kesehatan an. Audyan Armestu dan 
Didin Erniawan. 

 Kondisi Fasilitas kesejahteraan karyawan di Camp Telen (Main Camp) 
cukup memadai, tersedia Tenaga Kesehatan di klinik Perusahaan, tempat 
ibadah, sarana olahraga dan lainnya. 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. MCT dan WPS) diperoleh 
informasi bahwa PT Narkata Rimba telah merealisasikan seluruh tunjangan 
kesejahteraan kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
yang ada. 
PT Narkata Rimba memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan kepersertaan 
jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan dan diterapkan 
seluruhnya sesuai standar yang berlaku. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.5 

 (15/18) x 100% = 83,33 % (BAIK) 
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Berdasarkan Nilai Kinerja Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR yang 
dicapai = 53 dari nilai maksimal yang dapat dicapai = 63 atau sebesar 84,13% dengan perhitungan sebagai berikut : 
 

No. ASPEK Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator 
Nilai Kematangan 

Indikator 
Nilai Kinerja Indikator 

Maksimal 

1. PRASYARAT 

1.1 Baik 3 3 

1.2 Sedang 2 3 

1.3 Sedang 2 3 

1.4 Baik 3 3 

1.5 Baik 3 3 

2. PRODUKSI 

2.1 Baik 3 3 

2.2 Sedang  2 3 

2.3 Sedang 2 3 

2.4 Baik 3 3 

2.5 Baik 3 3 

2.6 Sedang 2 3 

3. EKOLOGI 

3.1 Baik 3 3 

3.2 Baik 3 3 

3.3 Sedang 2 3 

3.4 Sedang 2 3 

3.5 Sedang 2 3 

4. SOSIAL 

4.1 Baik 3 3 

4.2 Sedang 2 3 

4.3 Baik 3 3 

4.4 Sedang 2 3 

4.5 Baik 3 3 

Jumlah 53 63 

Total Nilai Kinerja Indikator PHL 53/63 x 100% = 84,13% 
BAIK 
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4.2  HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU : 
 

Prinsip 1. 

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan 

1. Verifier 
1.1.1. a. 

: Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian 
Justifikasi 

: Dokumen Legal pemberian PBPH atau Hak Pengelolaan pada PT Narkata Rimba 
yaitu : 

a) SK IUPHHK No. SK. 278/MENHUT-II/2008, tanggal 12 Desember 2008, tentang 
Perpanjangan IUPHHK-HA PT Narkata Rimba atas Areal Hutan Produksi seluas 
± 41.540 Ha, di Provinsi Kalimantan Timur. 

b) SK IUPHHK-HA No. SK.116/MENHUT-II/2014, tanggal 30 Januari 2014, tentang 
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.278/MENHUT-II/2008, 
tanggal 12 Desember 2008, tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT Narkata 
Rimba atas Areal Hutan Produksi seluas ± 41.540 Ha serta penambahan seluas 
± 23.569 Ha, di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga luasnya menjadi ± 65.925 
Ha, yang berlaku s/d 27 Maret 2054. SK dilengkapi dengan Peta Lampiran 
dengan Skala 1 : 100.000. yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan; 
ZULKIFLI HASAN. 

c) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
No. SK. 527/MENLHK/SETJEN/HPL.0/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dimana 
nomenklatur IUPHHK-HA berubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan 
Hutan (PBPH). SK ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya. 

Tersedia dokumen legal terkait akte pendirian perusahaan atas nama PBPH PT 
Narkata Rimba lengkap, sebagai berikut : 

a) Terdapat Akte pendirian perusahaan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 8 
tanggal 13 Juni 1978 di hadapan Notaris Mohamad Ali SH di Jakarta. Dokumen 
Akte Pendirian Perusahaan telah mendapat Pengesahan Menteri Kehakiman 
RI No 502 Tahun 1979 dan dicatat pada lembaran Negara RI No 74 tanggal 14 
September 1979.  

b) Akte perubahan terakhir yaitu Akte Notaris No. 10 tanggal 28 Oktober 2025 
oleh Notaris Dyah Ayu Ambarwati, SH. MKn. Akta Perubahan telah 
diberitahukan ke Kemenkumhan dan telah diterima dan dicatat dengan No. 
AHU-0077161.AH.01.02.Tahun 2025. Berdasarkan Akta tersebut Susunan 
Pengurus PT Narkata Rimba sebagai berikut : 
1. Direktur Utama : Halim Rusli 

2. Direktur           : Ir. Andreas Nugroho Adi 
3. Komisaris         : Widjaya Karli 
Berdasarkan perubahan akte susunan pemegang saham sebagai berikut  
1. PT Belayan River Timber     : 440.550 Lembar  

2. PT Alam Mentari Sejahtera    :     4.450 Lembar 
c) Terdapat NIB Berbasis Resiko No. 9120009401802. Diterbitkan di Jakarta pada 

tanggal 10 April 2019, merupakan Perubahan Ke-4 tanggal 29 Desember 2022. 
Klasifikasi usaha KBLI yang tertulis dalam dokumen yaitu 0212 (Pemanfaatan 
Kayu Hutan Alam), 46100 (Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) 
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Atau Kontrak, 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan) 
dan 02120 (Pengusahaan Hutan Alam). 

d) Terdapat copy kartu NPWP No. 01.408.880.1-725.000 atas nama PT Narkata 
Rimba. 

2. Verifier 
1.1.1.b 

: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak 
pengelolaan (N/A jika tidak ada) 

Nilai : Not Applicable (N/A) 

Uraian 
Justifikasi 

: Pada areal PBPH PT Narkata Rimba tidak terdapat adanya penggunaan 
kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. 

 

 

Prinsip 2. 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

1 Verifier 
2.1.1. a. 

: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) 
dengan lampiran- lampirannya. 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian 
Justifikasi 

: Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Narkata Rimba berbasis IHMB Periode 2021-
2030 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 
1213/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021.  Dokumen disusun 
berdasarkan No. SK. 116/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 dengan Luas ± 
65.925 Ha.   

Dokumen disusun Berbasis IHMB dan dilengkapi dengan Peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 
50.000. RKUPH_HA berlaku sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 
2030. 
1. Rencana Penebangan dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia 

(TPTI) dengan uraian sebagai berikut : 
a. Etat luas maksimum ±18.960 Ha/10 Tahun; 
b. Etat volume maksimum ± 493.935,63 m3/10 Tahun; 
Target volume tebangan pada RKTUPHHK-HA agar mengacu kepada hasil ITSP 
dengan intensitas sampling sebesar 100% dan jatah tebangan tahunan maksimal 
yang diberikan. 

2. Rencana penyiapan lahan dan penanaman pada RKUPHHK-HA periode tahun 
2021 – 2030, yaitu : 
a. Pada kawasan untuk produksi berupa areal berhutan dilaksanakan Sistem 

Silvikultur TPTI dan penanaman dengan teknik SILIN, dengan jenis meranti 
unggulan seluas ±11.855 ha selama 30 tahun atau 395 ha/tahun; 

b. Target penyiapan lahan dalam RKTUPHHK-HA mengacu kepada hasil ITSP 
dengan intensitas 100% pada pohon berdiameter sekurang-kurangnya 10 cm. 

Bahwa PBPH PT Narkata Rimba telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Hutan 
Menyeluruh Berkala (IHMB) dan telah dievaluasi berdasarkan Surat Kepala BPHP 
Wilayah XI Samarinda Nomor: S.656/BPHP.XI/P3HP/12/2020 tanggal 16 Desember 
2020.   

2. Verifier 
2.1.2. b. 

: Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah 
disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 
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 Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan 
IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di 
bidang kehutanan 

 Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan 
disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

 Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL 
Canhut 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasa
n 
Justifikasi 

: Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Narkata Rimba Periode 2021-2030 
yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 
1213/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021.  Dokumen 
disusun berdasarkan No. SK. 116/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 
dengan Luas ± 65.925 Ha.   
Dokumen disusun Berbasis IHMB dan dilengkapi dengan Peta RKUPHHK-HA 
Skala 1 : 50.000. RKUPH_HA berlaku sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai 
dengan 31 Desember 2030. 
Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2025 PT Narkata Rimba yang disusun 
secara self-approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh Direktur 
Utama PT Narkata Rimba melalui SK No. 01/Kpts-DIRUT-NR/RKT/2025 tanggal 
7 Maret 2025 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. 
Buku RKTPH Tahun 2025 dilengkapi dengan lampiran peta RKTPH Tahun 2025 
PT Narkata Rimba dengan skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh Ganis Kurpet 
(Dedi Susanto), diperiksa oleh Koord. Mapping dan Planning (Hasan Juwahir), 
disetujui oleh Camp Manager (Harry Abrianto Saragih) dan Direktur Utama 
(Halim Rusli). 
Adapun target pada RKTPH Tahun 2025 dengan luas 1.306,20 ha, jumlah 
pohon 2.256 dan volume 9.100,92 m3. 
Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2026 PBPH PT Narkata Rimba yang 
disusun secara self-approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan oleh 
Direktur Utama PT Narkata Rimba melalui SK No. 01/Kpts-DIRUT-
NR/RKT/2026 tanggal 27 Februari 2026 dengan masa berlaku sampai dengan 
tanggal 31 Desember 2025.  Buku RKTPH Tahun 2026 dilengkapi dengan 
lampiran peta RKTPH Tahun 2026 PT Narkata Rimba dengan skala 1 : 100.000 
yang dibuat oleh Ganis Kurpet (Dedi Susanto), diperiksa oleh Koord. Mapping 
dan Planning (Hasan Juwahir), disetujui oleh Camp Manager (Harry Abrianto 
Saragih) dan Direktur Utama (Halim Rusli). 
Adapun target RKTPH Tahun 2026 (murni) yaitu, dengan rincian sebagai 
berikut : 
a) Target RKTPH 2026 (murni) pada Blok Tebangan TPTI sebanyak 19 petak 

seluas 1.437,29 Ha dan jumlah sebanyak 3.314 batang dengan volume 
12.662,83 m³, 

b) Target PWH murni RKTPH 2026 dengan luas 682,41 Ha dengan volume 
43,09 m³ dan jumlah pohon sebanyak 58 pohon. 

PT Narkata Rimba memiliki Ganis PHPL Canhut atas nama Hasan Juwahir 
dengan Register No. 01240021502 berlaku s/d 29 Mei 2029. Surat Persetujuan 
Penugasan Canhut No. 111024044 tanggal 17 Oktober 2024 berlaku hingga 
tanggal 27 Mei 2029 dan Surat Penempatan GanisPH PKB oleh Direktur PT 
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Narkata Rimba No. 113609392234 berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2024 
sampai dengan 27 Mei 2029. 

3 Verifier 
2.2.1. a. 

: Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasa
n 
Justifikasi 

: Terdapat dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTPH Tahun 2025 pada 
areal sebanyak 18 petak dengan luas total 1.306,20 Ha.  Masing masing Petak 
tebangan dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:2.000.  Buku 
Laporan Timber Cruising (TC) dan Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat 
dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Hasan Juwahir dengan 
Register No. 01240021502. 
Kelengkapan dokumen TC RKTPH 2025 sebagai berikut : 
1. Buku Laporan Hasil ITSP RKTPH Tahun 2025, dilengkapi dengan Tally 

sheet LHC. Laporan Hasil ITSP RKT Tahun 2025 dibuat oleh GANISPH 
Canhut atas nama Hasan Juwahir dan diketahui oleh Direktur atas nama Ir. 
Andreas Nugroho Adi; 

2. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan total potensi yaitu 
sebanyak 2.750 pohon dan volume 14.105,73 m3 dengan rincian sebagai 
berikut: 

3. Peta Sebaran Pohon untuk masing-masing petak dengan skala 1 : 2.000  
4. Terdapat dokumen Pakta Integritas atas pelaksanaan Timber Cruising pada 

PBPH PT Narkata Rimba Tahun 2025. 
Trerdapat dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTPH Tahun 2026 pada 
areal sebanyak 19 petak dengan luas total 1.437,29 Ha.  Masing masing Petak 
tebangan dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:2.000.  Buku 
Laporan Timber Cruising (TC) dan Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat 
dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Hasan Juwahir dengan 
Register No. 01240021502. 
Kegiatan Timber cruising areal RKTPH Tahun 2026 pada PBPH PT Narkata 
Rimba telah dilaksanakan dengan secara sensus dengan intensitas sampling 
100% pada areal 19 petak dengan luas 1.437,29 Ha dengan jumlah 3.912 
pohon dan volume 19.913,68 m3, dengan kelengkapan sebagai berikut : 
1. Buku Laporan Hasil ITSP RKTPH Tahun 2026, dilengkapi dengan Tally 

sheet LHC. Laporan Hasil ITSP RKT Tahun 2025 dibuat oleh GANISPH 
Canhut atas nama Hasan Juwahir dan diketahui oleh Direktur atas nama Ir. 
Andreas Nugroho Adi; 

2. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan total potensi yaitu 
jumlah 3.912 pohon dan volume 19.913,68 m3m3.: 

3. Peta Sebaran Pohon untuk masing-masing petak dengan skala 1 : 2.000  
4. Terdapat dokumen Pakta Integritas atas pelaksanaan Timber Cruising pada 

PBPH PT Narkata Rimba Tahun 2025. 

4. Verifier 
2.2.1. b. 

: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah 
mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan 
bukti implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI 
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Ringkasa
n 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba telah menetapkan kawasan yang mencakup areal yang boleh 
ditebang dan atau tidak boleh ditebang yang berada di dalam areal kerja PBPH 
PT Narkata Rimba seperti telah tertuang dalam peta Lampiran RKTPH 2025 dan 
RKTPH 2026 skala 1:100.000. 
Terdapat dokumen SK Penetapan Kawasan Lindung pada PBPH PT Narkata 
Rimba yang telah ditetapkan oleh Direktur PBPH PT Narkata Rimba sesuai 
dengan Nota Kebijakan Manjemen PT Narkata Rimba tertanggal 4 Agustus 
2026. Sesuai Nota Kebijakan Manjemen ditetapkan Kawasan Lindung pada 
areal kerja PBPH PT Narkata Rimba seluas 5.002 Ha atau 7,59% dari total luas 
areal ± 65.925 Ha.   
Berdasarkan hasil telaah peta lampiran RKTPH tahun 2025 dan peta lampiran 
RKTPH Tahun 2026 skala 1:100.000, di dalamnya memuat penandaan areal 
yang tidak boleh ditebang berupa areal kawasan lindung yaitu Sempadan 
Sungai (warna kuning), Kawasan Insitu (warna merah), Kawasan PUP (merah) 
dan areal Kebun Benih. 
Terdapat kesesuaian implementasi penandaan di lapangan yang dapat 
diverifikasi. 

5. Verifier 
2.2.1.c 

: Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan 
implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian 
Justifikasi 

: PBPH PT Narkata Rimba telah melakukan Penandaan lokasi blok tebangan/ 
blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti keberadaan 
implementasinya di lapangan.  PBPH PT Narkata Rimba memiliki lampiran peta 
RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 dengan skala 1 : 100.000 yang 
telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok dan petak tebangan. Blok dan Petak 
tebangan RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026. 
Terdapat dokumen Laporan Kegiatan Penataan Areal Kerja Blok RKT Tahun 
2025 yang telah dilaksanakan pada areal seluas 1.306,20 Ha yang telah 
dilaksanakan selama 70 hari kalender dimulai pada tanggal 25 November 2024 
sampai dengan tanggal 30 Desember 2024.  Laporan Kegiatan Penataan Areal 
Kerja Blok RKT Tahun 2025 terdiri dari : 
a. Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Penataan Areal Kerja RKT 

2025 Nomor 03/BAP/PH-NR/V/2025 tanggal 5 Januari 2025.   
b. Dokumen Pakta Integritas Pelaksanaan Kegiatan PAK yang dibuat dan 

ditandatangai di Samarinda pada Januari 2025 oleh GanisPH Canhut atas 
nama Hasan Juwahir dan Direktur Utama PT Narkata Rimba; Halim Rusli. 

c. Peta kerja hasil PAK pada Areal RKT Tahun 2025 berupa Peta Penataan 
Areal Kerja Blok RKT Tahun 2025 skala 1:100.000 yang dibuat oleh Ganis 
Kurpet (Dedi Susanto), diperiksa oleh Koord. Mapping dan 
Planning/GanisPH Canhut; Hasan Juwahir, disetujui oleh Camp Manager 
(Harry Abrianto Saragih) dan disetujui oleh Direktur Utama PT Narkata 
Rimba; Halim Rusli. 

Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok 
batas di lapangan dan sesuai dengan implementasi dilapangan antara lain: 
1. Plang RKTPH Tahun 2023 terletak pada koordinat N: 01° 21’ 15,00” dan 

E: 116° 35’ 32,00”.  Terdapat Plang informasi RKTPH 2023. 
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2. Tanda Batas Petak D.22 dan petak D.23 pada areal RKTPH 2023 pada 
koordinat N: 01° 21’ 34,14” dan E: 116° 35’ 23,84”; 

3. Tanda Batas Petak D.23 dan petak E.24 pada areal RKTPH 2023 pada 
koordinat N: 01° 21’ 42,41” dan E: 116° 35’ 56,13”; 

6. Verifier 
2.2.1. d 

: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada 
areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya 
tanaman. 

Nilai : N/A (Not Applicable) 

Uraian 
Justifikasi 

: PT Narkata Rimba merupakan pemegang PBPH yang menerapkan Sistem 
Silvikultur TPTI. PT Narkata Rimba tidak menerapkan sistem silvikultur THPB 
sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam (tumbuh 
alami) pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk budidaya tanaman. 
Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan/ not applicable. 

 

Prinsip 3. 

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

1 Verifier 
3.1.1.a 

: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian 
Justifikasi 

: Selama periode audit Sertifikasi Awal PHL, PBPH PT Narkata Rimba tidak 
terdapat kegiatan produksi atau pemanfaatan kayu alam.  Kegiatan produksi 
terakhir dilakukan pada periode RKTPH Tahun 2023.  
Terdapat buku ukur yang telah dibuat oleh Staff TUK PBPH PT Narkata Rimba 
selama periode RKTPH 2023 bulan Januari 2023 sampai dengan bulan 
Desember 2023.  PBPH PT Narkata Rimba telah membuat/ menerbitkan buku 
ukur dan telah terupload di SIPUHH mencakup berupa Buku Ukur hasil 
pemanenan kayu hutan alam pada RKTPH Tahun 2023 dengan jumlah 
keseluruhan sebanyak 19 set buku ukur untuk kayu log sebanyak 1.744 batang 
dengan volume sebesar 6.150,22 M³. 
Selanjutnya atas buku ukur yang terupload pada SIPUHH menjadi dasar 
penerbitan LHP.  Pada periode RKTPH 2023, PBPH PT Narkata Rimba telah 
menerbitkan LHP dan telah terupload di SIPUHH sebanyak 10 set LHP untuk 
kayu log sebanyak 1.744 batang dengan volume sebesar 6.150,22 M³.  
Penerbitan LHP telah dilakukan di TPn/TPK Hutan PBPH PT Narkata Rimba 
oleh penanggungjawab P2LHP atas nama Suprayogi dengan Nomor Register 
SiGANISHUT 23230007888. 

No Nomor LHP Tanggal 

KB KBS KBK Jumlah 

Btg Vol. 
(M3) 

Btg Vol. 
(M3) 

Btg Vol. (M3) Btg Vol. (M3) 

1 
01/BLOK-
KBB/Maret/2023 

31/03/2023 90 356.91 - - - - 90 356.91 

2 
01/BLOK-
KBS/Maret/2023 

31/03/2023 - - 80 202.83 - - 80 202.83 

3 
02/BLOK-
KBB/Juli/2023 

29/07/2023 329 1,568.95 - - - - 329 1,568.95 

4 
02/BLOK-
KBS/Juli/2023 

29/07/2023 - - 152 381.01 - - 152 381.01 
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5 
03/BLOK-
KBB/Agustus/2023 

06/08/2023 322 1,462.82 - - - - 322 1,462.82 

6 
03/BLOK-
KBS/Agustus/2023 

06/08/2023 - - 200 494.86 - - 200 494.86 

7 
03/PWHCO-
KBK/Agustus/2023 

06/08/2023 - - - - 115 79.39 115 79.39 

8 
03/PWHCO-
KBS/Agustus/2023 

06/08/2023 - - 11 11.42 - - 11 11.42 

9 
04/BLOK-
KBB/Agustus/2023 

15/08/2023 248 1,146.48 - - - - 248 1,146.48 

10 
04/BLOK-
KBS/Agustus/2023 

15/08/2023 - - 197 445.55 - - 197 445.55 

Jumlah : 989 4,535.16 640 1,535.67 115 79.39 1,744 6,150.22 

Dapat diverifikasi bahwa pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur yang 
dibuat yaitu pada periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP. Selain itu 
penerbitan LHP pada RKTPH Tahun 2023 telah sesuai dengan lokasi 
penerbitannya yaitu di TPn/TPK Hutan yang telah ditetapkan oleh Direktur PBPH 
PT Narkata Rimba. 
PBPH PT Narkata Rimba telah menetapkan simpul simpul penatausahaan hasil 
hutan kayu yaitu penetapan lokasi TPn, TPK Hutan maupun TPK Antara sesuai 
dengan keputusan Direktur berdasarkan Keputusan Direktur PBPH PT Narkata 
Rimba yang ditetapkan secara terpisah. 
Bahwa PBPH PT Narkata Rimba telah melakukan penatausahaan kayu secara 
online menggunakan SIPUHH Online dan berstatus AKTIF.  Terdapat sarana 
dan prasarana untuk penatausahaan kayu yang diperlukan baik itu perangkat 
keras maupun sumberdaya manusianya.  Untuk pemenuhan jaringan internet 
telah digunakan profider StarLink yang telah terpasang di areal Basecamp Km. 
62 Sungai Telen dan TPK Antara Km. 0 untuk mendukung kegiatan penerbitan 
dokumen LHP maupun dokumen SKSHHK. 
Terdapat tenaga teknis kehutanan yaitu Ganis PH PKB pada PBPH PT Narkata 
Rimba namun secara teknis sedang dibekukan sesuai surat Kepala Balai 
Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) wilayah XIII nomor 
S.970/BPHL.XIII/PEPHPHL/PHL.04.02/B/12/2025 tanggal 4 Desember 2025. 

No Nama Register Jabatan  RKT
PH 

Status 

1. 
Suprayogi  23230007888 

P2SKSHHK TPK Antara 2026 
Resign 

2. P2LHP TPK Hutan  2023 
3. Sulianto 23250002653 P2SKSHHK TPK Antara 2026 dibekukan 
4. Wakis 23230005777 SKSHHK Hutan Juli 2023 2023  
5. Sulianto 04200002653 SKSHHK Hutan Agts. 2023 2023 dibekukan 
6. Thung Nyan 23220005616 SKSHHK Km.0 ke Loa Buah 2023  
7. Suprayogi 23230007888 SKSHHK Km.0 Wahau ke Industri 2023 Resign 
8. Bonefasius Paru 23230007084 SKSHHK Loa Buah ke Industri 2023  

. 

2 Verifier 
3.1.2.a 

: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi 
dokumen angkutan yang sah 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen SKSHHK pada periode RKTPH Tahun 
2023, PBPH PT Narkata Rimba telah menerbitkan Dokumen SKSHHK yang 
dipergunakan untuk menjamin keabsahan dan legalitas 
pemindahan/pengangkutan kayu hutan tanaman dari Kawasan Hutan ke luar 
areal atau penjualan.  Dokumen SKSHHK telah diterbitkan untuk pengangkutan 
kayu log dari dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri. 
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No. Penerbitan SKSHHK 
Penerbitan SKSHHK 

Jumlah  Batang Volume (M³) 

1. Dari TPK Hutan ke TPK Antara Km. 0 Wahau 112 1.618 6.059,41 

2. Dari TPK Antara Km. 0 Wahau ke TPK Antara Loa Buah 6 2379 9150,92 

3. Dari TPK Antara Km. 0 Wahau ke Industri 67 385 481,06 

4. Dari TPK Antara Loa Buah ke Industri 7 2.345 8.988,92 

5. Daftar Kayu dipakai Sendiri (DKDS) 13 288 780,58 

 
PBPH PT Narkata Rimba telah menetapkan simpul simpul penatausahaan hasil 
hutan kayu yaitu penetapan lokasi TPn, TPK Hutan maupun TPK Antara sesuai 
dengan keputusan Direktur sebagai berikut: 

1) Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan pada RKT Tahun 2023 berdasarkan SK Direktur 
Utama PT Narkata Rimba Nomor: 01/NR-DIRUT/Kpts/I/2023 tanggal 17 Januari 2023  

2) Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan pada RKT Tahun 2025 berdasarkan SK Direktur 
Utama PT Narkata Rimba Nomor: 01/NR-DIRUT/Kpts/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 dan 
lokasi TPK Hutan di Km 53; 

3) Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan pada RKT Tahun 2026 berdasarkan SK Direktur 
Utama PT Narkata Rimba Nomor: 01/NR-DIRUT/Kpts/I/2026 tanggal 21 Januari 2026. 
TPK Hutan di Km 53 dengan luas 1,5 Ha dan kapasitas 7.500 m3 dan pada koordinat E: 
116˚ 35’ 34,10’’ dan N: 01˚ 20’ 19,10’’. 

4) Perpanjangan Penetapan Lokasi TPK Antara Km 0 (Wahau) berdasarkan SK Direktur 
Utama PT Narkata Rimba Nomor: 01/Kpts/DIRUT-NR/I/2024 Tanggal 24 Januari 2024 
yang berada di Desa Muara Wahau Kab. Kutai Timur dengan luas 5 Ha dan kapasitas 
15.000 m3 dan pada koordinat 116˚ 50’ 38,15’’ BT dan 01˚ 02’ 59,82’’ LU; 

5) Perpanjangan Penetapan Lokasi TPK Antara Loa Buah (Samarinda) berdasarkan SK 
Direktur Utama PT Narkata Rimba Nomor: 03/Kpts/DIR-NR/II/2022 Tanggal 28 Februari 
2022. 

Bahwa PBPH PT Narkata Rimba telah melakukan penatausahaan kayu secara 
online menggunakan SIPUHH Online dan berstatus AKTIF.  Terdapat sarana 
dan prasarana untuk penatausahaan kayu yang diperlukan baik itu perangkat 
keras maupun sumberdaya manusianya.  Untuk pemenuhan jaringan internet 
telah digunakan profider StarLink yang telah terpasang di areal Basecamp Km. 
62 Sungai Telen dan TPK Antara Km. 0. 
Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat pada PBPH PT Narkata Rimba 
selama periode audit Sertifikasi Awal, posisi mutasi kayu bulat dapat dirangkum 
sebagai berikut: 

No. Uraian 
Jumlah 

Keterangan 
Batang Volume (M³) 

1  Stock Awal Januari 2023 1.624 5.310,08  

2  Penambahan Jan - Des 2023     
 a. LHP Periode Jan. – Des. 2023 1.744 6.150,22  

 Jumlah Stok : 3368 11.460,30  

3  Pengurangan Jan. 2023 – Juli 2026    
  a. SKSHHK ke Industri Penjualan  2.730 9.469,98  
  b. Pemakaian Kayu Sendiri / DKDS  288 780,58  
  Jumlah Pengurangan :  3.018 10.250,56  

4  Stock Akhir Juli 2026  350 1.209,74  

Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap sampel di 
TPK Antara Km.0 Wahau dengan mengambil sampel sebanyak 100 batang. 
Hasil uji petik mendapatkan tidak terdapat perbedaan terhadap jenis dan jumlah 
Log.  Perbedaan terjadi terhadap Volume LHP 475,93 M³, volume hasil 
pengukuran uji petik 446,60 M³ Selisih pengukuran 12,55 M³ atau 2,64 % Uji 
petik dapat diterima dengan nilai kurang dari 5%. 
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Terkait ketersediaan data geolokasi pada kayu bulat yang dipasok oleh PBPH 
PT Narkata Rimba dapat disampaikan bahwa PBPH PT Narkata Rimba telah 
melaporkan secara elektronik ke SIPASHUT, RKT Tahun 2023 (sesuai tahun 
tebang kayu bulat yang dipasok) bersama Peta RKT nya yang memuat 
informasi/ data geolokasi areal penebangan kayunya, berupa Poligon Koordinat 
Batas Blok RKT (format GeoJSON). 

3. Verifier 
3.1.3.a 

: Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau 
hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian 
Justifikasi 

: Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PBPH PT Narkata 
Rimba telah dilaksanakan melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Terdapat 
penggunaan ID-Barcode pada bontos kayu setiap batang yang diproduksi. Di 
samping itu pada bontos kayu juga diberi penomoran produksi dengan 
menggunakan plastic ekolin warna kuning serta menggunakan cat warna putih 
yang bertuliskan nomor produksi untuk memudahkan pelacakan nomor produksi 
dengan nomor barcode yang ada. 
Berdasarkan hasil observasi lapangan saat audit Sertifikasi Awal PHL pada 
PBPH PT Narkata Rimba dapat diverifikasi penggunaan barcode yang dilakukan 
dari TPK Antara Km.0 seluruh kayu yang sudah di LHP kan sudah dilengkapi 
barcode dan label nomor produksi : 
1) Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning 

yang berisi id barcode. 
2) Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa   : 

a. Label ecolin warna kuning yang berisi Nomor Produksi. 
b. Label warna kuning yang berisi id barcode. 
c. Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. 

Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan 
barcode scanner. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa 
Kayu Hasil Produksi PBPH PT Narkata Rimba dapat ditelusuri asal usulnya.  Uji 
Petik ketelusuran kayu dari SKSHHK Industri dapat ditelusuri melalui 
penelusuran dokumen dan SIPUHH sampai ke petak tebangan RKTPH 2023 
Petak D.22. 
1) Log dengan nomor produksi D222750 mempunyai ID-Barcode 

1908AXXNKRB00xxx00127953 telah diangkut ke TPK Antara Km.0 
menggunakan dokumsn SKSHHK No.KB.C.2333015 tanggal 09 Agustus 
2023 yang berasal dari LHP Nomor 03/BLOK-KBB/Agustus/2023 tanggal 
06/08/2023 dari Buku Ukur Nomor 11/BU-BLOK-NR/VIII/2023 tanggal 05 
Agustus 2023 dan berasal dari petak D22 pada RKTPH Tahun 2023. 

2) Log dengan nomor produksi D222882 mempunyai ID-Barcode 
1908AXXNKRB00xxx00127819 diangkut dengan SKSHHK No.KB.C.233256 
tanggal 09 Agustus 2023 dari LHP No. 03/BLOK-KBB/Agustus/2023 tanggal 
06/08/2023 dari Buku Ukur nomor 11/BU-BLOK-NR/VIII/2023 tanggal 05 
Agustus 2023 dari petak D22 areal RKTPH Tahun 2023. 

4. Verifier 
3.2.1.a 

: Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar 
lunas.  

Nilai : MEMENUHI 
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Uraian 
Justifikasi  

: Pada saat audit Sertifikasi Awal PHL, kegiatan produksi kayu terakhir pada 
RKTPH Tahun 2023 dan dapat diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH 
dari kayu hutan alam telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada 
RKTPH Tahun 2023. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBP 
sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu sebagai berikut : 
a) Total Tagihan PNBP atas DR (US$) sebesar US$ 99.653,70 
b) Tagihan Denda PNBP atas DR (US$) sebesar US$ 539,25 
c) Total Tagihan PNBP atas PSDH sebesar Rp. 493.544.270,00 
d) Tagihan Denda PNBP atas PSDH sebesar Rp. 2.606.417,00 
Seluruh tagihan PNBP DR dan PSDH atas hasil pemanenan kayu alam periode 
audit telah dibayar lunas oleh pihak perusahaan sesuai dengan Bukti 
Penerimaan Negara (BPN) atas DR dan PSDH yang diterbitkan dari SIPNBP. 

5. Verifier 
3.3.1. 

: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk 
sertifikasi awal) 

Nilai : Not Applicable (N/A) 

Uraian 
Justifikasi 

: Bahwa kegiatan audit saat ini adalah audit dalam rangka Sertifikasi Awal S-PHL 
pada PBPH PT Narkata Rimba, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan 
penggunaannnya atau Not Applicable (N/A). 

 

Prinsip 4. 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1
. 

Verifier 
4.1.1. 

: Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Bahwa PT Narkata Rimba telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap terdiri 
dari Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), 
dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk seluruh areal kerja (±.68.000 Ha) 
dan telah mendapatkan persetujuan serta disahkan oleh Komisi Penilai Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur No 
660/K.419/2013 tanggal 18 Juni 2013.  Kerangka Acuan (KA) ANDAL PT 
Narkata Rimba telah mendapat persetujuan oleh Komisi Penilai AMDAL 
Provinsi Kaltim berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi 
Kalimantan Timur No. KAKT/008/KOMDAL-PROV./III/2013 tanggal 21 Maret 
2013. 
Dokumen AMDAL PT Narkata Rimba telah mendapatkan SK Kelayakan 
Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 
660/K.490/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang ditetapkan di Samarinda dan 
ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur; H. Awang Faroek Ishak.  
Terdapat Izin Lingkungan pada PT Narkata Rimba berdasarkan Surat 
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660/K.491/2013 tanggal 18 Juni 
2013 yang ditetapkan di Samarinda dan ditandatangani oleh Gubernur 
Kalimantan Timur; H. Awang Faroek Ishak. 
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Sesuai SK Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Gubernur 
Kalimantan Timur Nomor 660/K.490/2013 tanggal 17 Juni 2013, Kelayakan luas 
areal ± 68.000 Ha di Desa Benhes, Desa Dabeq, Desa Diaklay dan Muara 
Wahau kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur. 

2
. 

Verifier 
4.1.2. a. 

: Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Hasil verifikasi perihal ketersediaan dokumen RKL dan RPL pada PBPH PT 
NARKATA RIMBA dapat disampaikan bahwa penyusunan Dokumen 
Lingkungan RKL dan RPL menjadi satu paket dengan kegiatan penyusunan 
dokumen AMDAL.   
Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen 
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT NARKATA RIMBA areal ± 68.000 
Ha yang berlokasi di Desa Benhes, Dabeq, Diaklay dan Muara Wahau 
Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 
telah mendapat persetujuan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kaltim 
berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan 
Timur No. 660/K.419/2013 tanggal 18 Juni 2013. 

3
. 

Verifier 
4.1.2. b. 

: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek 
fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi 
terkait sesuai dengan matrik 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen 
RKL dan RPL pada PBPH PT Narkata Rimba.  
PBPH PT Narkata Rimba telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang tertuang 
dalam Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan rutin setiap 
6 bulan sekali dan selama periode audit Sertifikasi Awal PHL, terdapat Laporan 
Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2025, dan Semester I tahun 
2026. 
Laporan Kegiatan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Semester II tahun 
2025 dan Semester I tahun 2026 telah disampaikan secara elektronik melalui 
Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).  Terdapat 
bukti Tanda Terima Elektronik (TTE) dari Sistem Informasi Pelaporan Elektronik 
Lingkungan Hidup (SIMPEL) Bukti Tanda Terima Elektronik (TTE) untuk 
penyampaian Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL dengan bukti nomor Id. TTE  
1769838116-18140 dan ID TTE 1785810101-18140. 
Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 
dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang dijumpai di lapangan 
yaitu berupa : 
a. Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan lindung 

Sempadan Sungai; 
b. Kegiatan pengelolaan berupa pengayaan/penanaman di kawasan kanan kiri 

jalan dan tanah kosong serta bekas jalan sarad. 
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c. Pemasangan plang himbauan/ larangan di kawasan lindung Sempadan 
Sungai dan tempat tempat tertentu dimana terdapat akses masyarakat 
meliputi plang himbauan/ larangan dilarang membakar hutan/ lahan, 
menebang pohon dilindungi, dilarang berburu, jual beli lahan, membuka 
lahan/ berkebun, mendirikan bangunan; 

d. Pemasangan plang himbauan/ larangan membakar hutan/ lahan, jual beli 
lahan, membuka lahan/ berkebun, mendirikan bangunan yang di pasang 
pada lokasi strategis; 

e. Kegiatan pemantauan curah hujan dengan ombrometer yang berada pada 
Kantor Km 62; 

f. Kegiatan pemantauan laju erosi dengan metode stik ukur di lokasi Blok RKT 
2023 yaitu TPn (Petak E23 & Petak D22). 

g. Kegiatan pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) Sungai dan Debit Air Sungai 
pada sungai Deng Lia dan Sungai Wahau; 

h. Peningkatan dampak positif ke masyarakat sekitar hutan selama rentang 
waktu audit yaitu berupa program CD dan CSR Perusahaan kepada 
masyarakat desa terdampak. 

 

Prinsip 5. 

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

1. Verifier 
5.1.1. a 

: Pedoman/prosedur K3 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian 
Justifikasi 

: Bahwa PBPH PT Narkata Rimba telah memiliki dokumen Prosedur Operasional 
Standar Analisa Resiko Nomor: NR/SFM-4/A-0 tanggal 17 Desember 2020 yang 
berisi identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan penanganan K3 yang 
timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan 
alam mulai dari kegiatan perbaikan unit, penebangan, penyaradan, pembukaan 
wilayah hutan, pengangkutan kayu bulat, perakitan, survei, pembinaan hutan 
dan kegiatan umum.   
Terdapat Dokumen SOP K3 PT Narkata Rimba berjudul SOP Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) Nomor Dok: NR/SFM&K3-2/A-0 tanggal terbit 1 November 
2009, No. Revisi : 4, tanggal 22 November 2021 dibuat dan ditandatangani oleh 
Kabag Umum; Sardi M.P. SOP K3 berisi tentang keselamatan dan kesehatan 
kerja pada masing-masing departemen, pelaksanaan training K3, update daftar 
peralatan K3 dan jenis APD yang wajib digunakan. 
PBPH PT Narkata Rimba telah menetapkan personil yang bertanggung jawab 
dalam implementasi K3 di lapangan dengan dibentuknya Panitia Pembina 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Selanjutnya SK Penetapan P2K3 
pada PBPH PT Narkata Rimba telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat No. 
500.15.18.5/339/DTKT.Srk-III/2026 tanggal 15 April 2026 dengan susunan 
kepengurusan P2K3 sebagai Ketua Harry A. Saragih dan Sekretaris Arif Musafa. 
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2. Verifier 
5.1.1. b 

: Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian 
Justifikasi 

: PBPH PT Narkata Rimba memiliki daftar list peralatan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) periode Maret 2025 yang dibuat oleh Harry A. Saragih (Manager Sertifikasi) 
tertanggal 8 April 2025. Daftar Peralatan K3 pada PBPH PT Narkata Rimba dibuat oleh 
Penanggung jawab K3; Arif Musafa, diperiksa oleh HRGA & Logistik; Sudirman Umar 
dan disetujui oleh Camp Manager; Harry A. Saragih. 

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki 
oleh PBPH PT Narkata Rimba, yaitu berupa : 

a) Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat dihampir setiap bangunan 
antara lain kantor, Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar, Gudang spare 
part dan sebagainya.  

b) Tersedia APD berupa Helm, Masker, Sarung tangan, Sepatu safety. Hasil 
pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD 
tersebut pada saat bekerja walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan baik. 

c) Kotak P3K tersedia dibeberapa titik dengan peralatan P3K yang memadai sesuai 
personil yang ada di lapangan. 

d) Pemasangan rambu rambu keselamatan dibeberapa titik rawan kecelaakaan. 
e) Terdapat jalur evakuasi yang dipasang di kantor dan sepanjang jalur menuju titik 

kumpul jika terjadi keadaan darurat. 
f) Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor. 

3. Verifier 
5.1.1. c 

: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian 
Justifikasi 

: PBPH PT Narkata Rimba telah membuat laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap 
periode pertiga bulan.  Dapat diverifikasi Laporan Kecelakaan Kerja pada PBPH PT 
Narkata Rimba untuk periode Juli-September 2025, periode Oktober-Desember 2025, 
periode Januari-Maret 2026 serta periode April-Juni 2026. Laporan Kecelakaan Kerja 
dibuat oleh Paramedic Camp; Arif Musafa dan diketahui oleh Manager Camp; Harry A. 
Saragih. Berdasarkan laporan tersebut diverifikasi tidak ada kejadian kecelakaan kerja 
yaitu NIHIL. 
Laporan kecelakaan kerja telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Kepala Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai bukti tanda terima 
penyerahan surat  
Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di 
lingkungan kerja PBPH PT Narkata Rimba antara lain: 

- Sosialisasi K3 kepada seluruh karyawan 

- Melengkapi keperluan APD setiap karyawan sesuai peruntukannya, 

- Inspeksi lapangan perhal kesiapan K3 misal ke bengkel workshop. 

- Melaksanakan Breefing K3 sebelum melakukan pekerjaan 

- Pengunaan APD, dan Inspeksi Tools/ Alat, Inspeksi sanitasi kantin  

- Pemberian / pembagian peralatan K3 seperti helm, sarung tangan, masker dan 
APD lainnya kepada pekerja di lapangan.  

- Pemasangan rambu-rambu Jalan. 
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- Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya rambu jalan. 

4. Verifier 
5.2.1 

: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan 
untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian 
Justifikasi 

: Pada periode audit Sertifikasi Awal S-PHL diketahui bahwa di lingkungan 
karyawan PBPH PT Narkata Rimba tidak terdapat serikat pekerja. Oleh karena 
perusahaan tetap memberikan kebebasan karyawan untuk berserikat dan 
berkumpul, maka dalam hal ini telah dibuktikan dengan adanya Surat 
Pernyataan tertulis dari Direktur PBPH PT Narkata Rimba tanggal 1 Januari 
2024 tentang Kebijakan Perusahaan Kebebasan Berserikat PT Narkata Rimba.  
Pada dokumen tersebut dituliskan bahwa PT Narkata Rimba menjamin setiap 
pekerja untuk menjadi atau tidak menjadi anggota serikat pekerja bebas untuk 
diwakili atau tidak dlwakif oleh serikat pekerja, dan bebas untuk berpartisiasi 
atau berpartisipasi dalam Tindakan industrial yang sah.  Perusahaan sebagai 
sarana terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis antara Pengusaha dan 
Pekerja dalam melaksanakan masing masing hak dan kewajiban sebagaimana 
yang telah diamanahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PBPH PT Narkata 
Rimba diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya 
kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam kebijakan 
ketenagakerjaan tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang 
berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja Kembali dilingkungan 
mereka. 

5. Verifier 
5.2.2 

: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian 
Justifikasi 

: Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan, dapat dipastikan tidak terdapat 
Serikat Pekerja didalam lingkungan karyawan PBPH PT Narkata Rimba 
Selanjutnya sebagai pengganti sarana yang menjembatani hubungan kerja 
karyawan dengan perusahaan, maka diperlukan adanya Peraturan Perusahaan 
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 
Pada saat pelaksanaan audit Sertifikasi Awal S-PHL pada PBPH PT Narkata 
Rimba telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2025 – 2027. 
Peraturan Perusahaan pada PBPH PT Narkata Rimba memuat hak dan 
kewajiban antara karyawan dan manajemen perusahaan.  Peraturan 
Perusahaan PBPH PT Narkata Rimba terdiri dari 12 BAB dan 50 Pasal dan 
ditandatangani oleh Direktur PT Narkata Rimba, Halim Rusli dan pada setiap 
halaman telah distempel dan paraf dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Kalimantan Timur. 
Dokumen Peraturan Perusahaan PBPH PT Narkata Rimba Periode 2025 – 2027 
telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 
500.15.12.1/5872/B.PHI&JAMSOSTEK/2025 tanggal 23 September 2025 
tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Narkata Rimba Tahun 2025 - 
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2027. Peraturan Perusahaan PBPH PT Narkata Rimba berlaku 2 tahun terhitung 
mulai tanggal 8 September 2025 sampai dengan 7 September 2027 

6. Verifier 
5.2.3 

: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian 
Justifikasi 

: Terdapat daftar karyawan yang bekerja di lingkungan PBPH PT Narkata Rimba 
periode Bulan Agustus 2026.  Berdasarkan daftar tersebut, diverifikasi jumlah 
karyawan pada PBPH PT Narkata Rimba sebanyak 31 (tigapuluh satu) orang. 
Berdasarkan hasil tinjauan terhadap laporan Data Karyawan PBPH PT Narkata 
Rimba periode bulan Agustus 2026 dan wawancara dengan beberapa 
karyawan, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat satu orang pun karyawan di 
lingkungan kerja PBPH PT Narkata Rimba yang berusia dibawah 18 (delapan 
belas) tahun. 
Karyawan termuda pada PBPH PT Narkata Rimba atas nama Ruri Adelia 
Panjaitan yang lahir di Balikpapan tanggal 24 Maret 2001 dan mulai bergabung 
dengan PBPH PT Narkata Rimba pertanggal 15 Desember 2025 sebagai Staff 
Planning & Mapping. Dengan demikian maka pada saat pelaksanaan audit 
Sertifikasi Awal S-PHL ini dilakukan yang bersangkutan telah berusia 25 tahun 4 
bulan, dan pada saat mulai bergabung dengan PBPH PT Narkata Rimba telah 
berusia 24 tahun 9 bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




